
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repi_blik Indonesia 
Nomor 4400); a If f a 

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk 
menyesuaikan dengan perkembangan proses akuntasi di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka 
perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrual; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dala.m huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga 
Nomor 73 Tahun 2014 ten tang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis 
Akrual; 
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Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 73 TAHUN 2014 
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA BERBASIS AKRUAt5l ,, I /J" 

MEMUTUSKAN : 

.,,. ' 
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 ten tang 
Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4090); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);] 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008); 

- 
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IMAM IJAKT9't 
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR ··rr 

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTJ,- 

Diundangkan di Purbalingga 1 
pada tanggal l Jan~ri _ $.515 

S DAERAH 

Ditetapkan di Purbalingga 
pada tanggal ·~ JalI'i~r:%- ~ 15 

~ 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Purbalingga. 

Pasal II 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 
74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten 
Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 74) 
diubah sehingga uraian lebih lanjut mengenai Sistem Akuntansi Pemerintah 
Kabupaten Purbalingga dalam Lampiran I sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
lill. 

Pasal I 



2. RUANG LINGKUP 
a. Kerangka konseptual ini membahas: 

1) Tujuan kerangka konseptual; 
2) Asumsi dasar; 
3) Karakteristik kualitatif laporan keuangan; 
4) Entitas akuntansi dan entitas pelaporan; 
5) Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan; 
6) Kendala informasi akuntansi. 

1. TUJUAN 
a. Tujuan kerangka konseptual akuntansi adalah sebagai acuan bagi: 

1) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah 
akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi; 

2) pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah 
laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; 
dan 

3) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi 
yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai 
dengan kebijakan akuntansi. 

b. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal 
terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam 
Kebijakan Akuntansi. 

c. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah 
dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk 
diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan 
Pemerin tah Daerah. 

d. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan 
penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan 
umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan 
keuangan terhadap anggaran dan antar periode. 
Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan 
kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi 
diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam 
jangka panjang, konllik demikian diharapkan dapat diselesaikan 
sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan. 

A. PENDAHULUAN 
Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi ini mengacu pada Kerangka 
Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan untuk merumuskan konsep 
yang mendasari penyusunan dan pengembangan standar akuntansi 
pemerintah daerah berbasis akrual. 

BAGIAN I 
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA 
NOMOR 7 t ..,_ -,· 2 ;~ 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATJ PURBALINGGA NOMOR 73 
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN 
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA 
BERBASIS AKRUAL 



B. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN 
Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintah daerah yang 
mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan 
akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang 
diselenggarakannya. 
Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah daerah yang terdiri dari 
satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggung-jawaban, 
berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari: 
1. Pemerintah Daerah; 
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah atau 

organisasi lainnya, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan 
satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. 

Dala.m penetapan entitas pelaporan, perlu d.ipertiinbangkan syarat 
pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan 
terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk 

b. Kerangka Konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan setiap 
entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Daerah, yang 
memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk 
Perusahaan Daerah. 

3. ASUMSI DASAR 
Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah 
anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu 
dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri 
atas: 
a. Asumsi kemandirian entitas; 
b. Asumsi kesinambungan entitas; 
c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement). 
a. Kemandirian Entitas 

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit pemerintah 
daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap 
sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk 
menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan 
antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu 
indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan 
entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan 
tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan 
aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi 
tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset 
dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat 
pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program 
dan kegiatan yang telah ditetapkan. 

b. Kesinambungan Entitas 
Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan asumsi 
bahwa pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak 
bermaksud untuk melakukan likuidasi. 

c. Keterukuran Dalam Satuan Uang (Monetary Measurement) 
Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap 
kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal 
ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan 
pengukuran dalam akuntansi. 



1. RELEVAN 
Laporan keuangan pemerin tah daerah dikatakan reJevan apabila 
informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan 
pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam 
mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan 
menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa 
lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan 
adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. 
lnformasi yang relevan haru s: 
a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) 

Informasi memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan 
atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. 

b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) 
Informasi dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi 
masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian 
masa kini. 

c. Tepat waktu 
Informasi harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh 
dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan 
keuangan. 

d. Lengkap 
Informasi akuntansi pemerintah daerah disajikan selengkap 
mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat 
mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang 
melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam 
laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan 
dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. 

2. ANDAL 
Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas 
dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan 
setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi 
akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak 
dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara 
potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi 
karakteristik: 

C. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN 
Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif 
yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat 
memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan 
prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah 
daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: 
1. Relevan; 
2. Andal; 
3. Dapat dibandingkan; dan 
4. Dapat dipahami. 

pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan 
lainnya. 



Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai 
ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi 
dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan 
kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan 
keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang 
digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah: 
1. Basis akuntansi; 
2. Prinsip nilai historis; 
3. Prinsip realisasi; 
4. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal; 
5. Prinsip periodisitas; 
6. Prinsip konsistensi; 
7. Prinsip pengungkapan lengkap; dan 
8. Prinsip penyajian wajar. 

a. Penyajian jujur 
Laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi 
yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa 
lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat 
diharapkan untuk disajikan. 

b. Dapat diverifikasi ( verifiability) 
Laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi 
yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali 
oleh pihak yang berbeda,hasilnya harus tetap menunjukkan 
simpulan yang tidak jauh berbeda. 

c. Netralitas 
Laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi 
yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan/atau 
pada kebutuhan pihak tertentu. Dalam penyusunan Laporan 
keuangan tersebut tidak boleh ada usaha untuk menyajikan 
informasi yang menguntungkan pihak tertentu, dan merugikan 
pihak lain. 

3. DAPAT DIBANDINGKAN 
Informasi yang termuat dalarn laporan keuangan pemerintab daerah 
akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan 
periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain 
pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan 
eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila 
pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari 
tahun kc tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila 
pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan 
akuntansi yang sama. Apabila pemerintah daerah akan menerapkan 
kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi 
yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus 
diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 

4. DAPAT DIPAHAMI 
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat 
dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam 
bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para 
pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki 
pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi 
pemerintah daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk 
mempelajari informasi yang dimaksud. 

D. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 



1. BASIS AKUNT ANSI 
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah 
daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, 
aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan 
mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka 
entitas wajib menyajikan laporan demikian. 
Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan 
diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi 
walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh 
entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang 
mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi 
walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah 
atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti ban tu an pihak luar / asing 
dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional. 
Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, 
maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan­ 
LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di 
Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, 
transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas 
dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, 
bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis 
akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. 
Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas 
diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat 
kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan 
pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima 
atau dibayar. 

2. PRINSIP NILAI HISTORIS 
Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar 
dari imbalan (consideration) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat 
perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan 
dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang 
dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. 
Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang 
lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam 
hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau 
kewajiban terkait. 

3. PRINSIP REALISASI 
Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah 
diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah suatu periode 
akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam 
periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib 
disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah 
diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi 
kas. 
Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching cost against revenue 
principle) tidak ditekankan dalam alruntansi pemerintah daerah, 
sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta. 

4. PRINSIP SUBSTANSI MENGUNGGULI BENTUK FORMAL 
lnformasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan JUJUr 
transakst serta peristiwa lain yang senarusnya disajikan, maka 
transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan 
sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti 
aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain a, I 



tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal 
tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan 
Keuangan. 

5. PRINSIP PERIODISITAS 
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu 
dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah 
daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat 
ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, 
periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan. 

6. PRINSIP KONSISTENSI 
Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa 
dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip 
konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi 
perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. 
Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa 
metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih 
baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan 
metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

7. PRINSIP PENGUNGKAPAN LENGKAP 
Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap 
informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan 
oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar 
muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan 
Keuangan. 

8. PRINSIP PENY AJIAN WAJAR 
Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi 
Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan 
Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan 
Catatan atas Laporan Keuangan. 
Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan 
bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah ketika 
menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. 
Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta 
tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam 
penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat 
mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan 
dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak 
dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu 
rendah. Namun dernikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak 
rnernperkenankan, rnisalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, 
sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, 
atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, 
sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal. 

E. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI 
Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan 
yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam 
mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah 
daerah yang relevan dan andal akibat keterbatasan ( limitations) atau 
karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala 
dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah daerah, 
yaitu: 
1. Materialitas; 
2. Pertirnbangan biaya dan manfaat; dan 
3. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif 



1. MATERIALITAS 
Laporan keuangan pemerintah daerah walaupun idealnya memuat 
segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang 
memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila 
kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat 
informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan 
yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan pemerintah 
daerah. 

2. PERTIMBANGAN BIAVA DAN MANFAAT 
Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan 
keuangan pemerintah daerah seharusnya melebihi dari biaya yang 
diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, 
laporan keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyajikan 
informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya 
penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat 
merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud 
juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati 
manfaat. 

3. KESEIMBANGAN ANTAR KARAKTERISTIK KUALITATIF 
Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk 
mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan 
normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah 
daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus 
berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat 
kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan 
masalah pertimbangan profesional. 



Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah 
daerah yaitu basis akrual. Namun, Dalam hal anggaran disusun dan 
dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran 
disusun berdasarkan basis kas. 

B. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN 
1. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi 

mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, 
arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan 
yang bermanfaat bagi para pengguna dalam rnembuat dan 
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. 

2. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah 
untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan 
keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan 
atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan: 

A. PENDAHULUAN 
1. TUJUAN 

a. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur penyajian laporan 
keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial 
statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan 
keuangan baik terhadap anggaran, antar pcriode, maupun antar 
entitas akuntansi. 

b. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi mi 
menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan 
keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan 
minimum isi laporan keuangan. 

c. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan 
yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian 
besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan 
pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa 
yang lain, diatur dalam kebijakan akuntansi yang khusus. 

2. RUANGLINGKUP 
a. Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan 

dengan basis akrual. 
b. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang 

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang 
dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga 
pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam 
proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih 
tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi). 

c. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan 
terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam 
dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan. 

d. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas 
akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan 
yaitu Pemerintah Daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD 
dan PPKD. 

3. BASIS AKUNTANSI 

BAGIAN II 
KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN 



a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, 
kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah; 

b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya 
ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah; 

c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan 
sumber daya ekonomi; 

d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap 
anggarannya; 

e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai 
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; 

f. menyediakan informasi mcngenai potensi pemerintah daerah untuk 
membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan 

g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi 
kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. 

3. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna 
mengenai: 
a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai 

dengan anggaran; dan 
b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai 

dengan keten tuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh 
DPRD. 

4. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan 
informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal: 
a. Aset; 
b. Kewajiban; 
c. Ekuitas; 
d. Pendapatan-LRA; 
e. Belanja; 
f. Tran sf er; 
g. Pembiayaan; 
h. Saldo Anggaran Lebih; 
i. Pendapatan- LO; 
j. Beban; dan 
k. Arus Kas. 

5. Informasi dalam laporan keuangan tersebut rclevan untuk memenuhi 
tujuan pelaporan keuangan, namun tidak dapat sepenuhnya 
memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non 
keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan 
untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai 
aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode. 

C. TANGGUNG JAWAD PELAPORAN KEUANGAN 
Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada 
pada pimpinan entitas. 

D. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN 
1. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan 

terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran ( budgetary reports) dan 
laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut: 
a. La po ran Realisasi Anggaran; 
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 
c. Neraca; 
d. Laporan Operasional; 
e. Laporan Arus Kas; 
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 
g. Catatan atas Laporan Keuangan; 



2. Komponen-komponen Iaporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap 
entitas akuntansi, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan 
Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan. 

E. STRUKTUR DAN ISi 
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

a. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan 
pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. 

b. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara 
anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan 
menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut: 
1) Pendapatan-LRA; 
2) Belanja; 
3) Tran sf er; 
4) Surplus/Defisit-LRA; 
5) Pembiayaan; dan 
6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. 

c. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan 
atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang 
mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan 
moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara 
anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih 
lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. 

d. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan entitas 
akuntansi/pelaporan menyajikan laporan realisasi anggaran dalam 
dua format yang berbeda, yaitu format sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi 
Pemerintahan dan format yang diatur dalam Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah. 

e. Contoh format Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi 
Pemerintahan dan format yang diatur dalam Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalarn 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah adalah sebagai berikut: 



NAMA 
NIP 

Purbalingga, 31 Oesember 20X1 
KEPALA SKPO, 

{Dalam Rupiah) 

NO URAJAN ANG GARAN REALISASI % 
REALISASI 

20X1 20X1 20XO 
1 PENDAPATAN 
2 PENDAPAT AN ASLI DAE RAH 
3 Pendapatan Pajak Daerah - LRA )()()( )()()( )()()( )()()( 

4 Pendapatan Retnbusi Daerah - LRA )()()( )()()( )()()( )()()( 

5 Lain-lain PAD yang Sah - LRA )()()( )()()( )()()( )()()( 

6 Jumlah Pendapatan Asli Daerah )()()( )()()( )()()( )()()( 

7 
8 JUMLAH PENOAPATAN )()()( )()()( )()()( )()()( 

9 
10 BELANJA 
11 BELANJA OPERAS! 
12 Belanja Pegawai )()()( )()()( )()()( )()()( 

13 Belanja Barang )()()( xxx )()()( )()()( 

14 Jumlah Belanja Operasi )()()( xxx )()()( )()()( 

15 
16 BELANJA MODAL 
17 Belan,a Tanah )()()( )()()( )()()( )()()( 

18 Belanja Peralatan dan Mesin )()()( )()()( )()()( )()()( 

19 Belanja Gedung dan Bangunan )()()( )()()( )()()( )()()( 

20 Belanja Jalan, lrigasi. dan Jaringan )()()( xxx )()()( )()()( 

21 Belanja Asel T etap lainnya )()()( )0()( )0()( )0()( 

22 Belanja Aset Lainnya )()()( )()()( )()()( )()()( 

23 Jumlah Belanja Modal )()()( )()()( )()()( )()()( 

24 
25 JUMLAH BELANJA )()()( xxx )()()( )()()( 

26 
27 SURPl.US (OEFISIT) )()()( )()()( )()()( )()()( 

PEMERlNT AH KABUPATEN PURBALINGGA 
SKPO 

LAPORAN REALISASl ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAJ DENGAN 31 OESEMBER 20X1 DAN 20XO 

11 LRA SKPD Format Permendagri Nomor 64Tahun 2013 



NAMA 
NIP 

~ 31 OeM!rTtbe< 20)(1 
KEPALASKPD 

tnalam RuDOah 

NO URAIAN ANG GARAN REALISASI LEBIHI 
20X1 20X1 tKURANGI 

1 f'ENQAPAJAN 
11 PENDAPATAN ASLI OAERAH 
111 P~t1n Pajak Daerah )00( )00( )00( 

112 PendapeCiW, Re(nbus, 0-.., """ )00( )00( 

113 Pend.,paUn Ha• Penge1o1aan Kek;iyaart Daerah yang 0.psahl<an """ - "'°' 11 4 Laon-la,n PAO yang Sah )00( lOO< )()()( 

JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER )(XX lCXX ,cxx 

12 PENOAPATAN TRANSFER 
1 21 TRANSFER PEMERINTAH F'USAT • DANA PERIMBANGAN 
1211 Dana Bagi Hal.• Part~ ... lOO< - 1212 0.,,. Bagi H.....i S,r,u,r Daya Alam """ )00( """ 1213 0.,,. Alol<NI Urn,m )00( )()()( - 1 21 4 0.,,. A1C*N1 K001Us )00( - - Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan )0()( lOO< lOOC 
122 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT • LAINNYA 
1221 DaN, Clloncm KhuslA xxx JOO< - 12 22 Dana~ lCXX xxx - Jumlah Pendapatan Transfet P'emenrual't l'llsat • Lamnya lOO( XlCX """ 123 TRANSFER PEMERINTAH PROVINS! 
1231 ~ Bag, Hau Pa,ak ... ... """ 1232 p..,..._., Bag, Has,! La,nnya )(XX - )()()( 

Jumlah Pendapatan Transfer P'emeMlall ProvinSI """ - - Jumlah Pendapatan Transter )00( - )()()( 

13 LAIN-1.AIN PENOAPATAN YANG SAH 
1 31 P~Hmh )(X)t - - 132 Penctapetan lalnnya """ - )00( 

Jumlah 1.a,n-La1n Pendapatan yang Sah lCXX XlCX lOOC 

JUMLAH PelOAPATAN JOO< )00( """ JUMLAH PENDAPATAN lCXX xxx XlCX 

2 ~ 
21 BELANJA OPERASI 
211 Belania Pegawal xxx )00( xxx 
21 2 Belanja Barang lOOt )()()( - Jumlah Belanja Operasi xxx - - 22 BELANJA MOOAL 
221 Belania Tanah xxx )00( - 222 Bdanrt Per alatan dan Meson lOOC - lOO< 

223 BdanJ" Geoung "811 e.,gunan XX1< - - 224 llfjanp, Juan lroga,. clan Jilnngan )(XX xxx lOOC 

225 S.n,18 As« Tetap Laonnya )()()( )()()( xxx 
226 a.,,p, Awe l.Mvoya )(XX """ JOO< 

Jumlah Belanja Modal )(XX JOO< JOO< 

23 8ELANJA TAK TEROUGA 
231 8'!111n,18 T alt T erduga - """ JOO< 

Jumlah Belania Tak Tllnl~ xxx lOOC JOO< 

JUMLAH BELANJA )0()( JOO< JOO< 

24 TRANSFER 
241 TRANSFER BAGI HA.SI. KE ~OTA/CESA 
2411 Bag,Ha4~ )00( JOO< )00( 

2412 8eg1H-.IRecrt1><&1 )00( - - 2413 Big, Hall PendapMan l...wlnya ... JOO< """ Jumlah Transfer Bag• HasJI P'endapatan - JOO< JOO< 

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER xxx JOO< """ SURPLUSIOEFlSIT - xxx - 3 f'EMBiAYAAN 
31 PENERIMAAN DAERAH 
311 Penggun111r1 Sisa l.eb•h Pem4ungan Angg,,ran (SiLPA) )00( - - 312 Penca,ran Dana Cadangan )0()( xxx - 313 Hasol Penjualan Kel<ayaan o..orah yang 0.poSahlcan )(XX lOOC xxx 
314 Penerom,;n Poniarmn Daerah lCXX xxx - 315 Peneromaan Kembllll Pembenan P,niaman Daerah ,cxx xxx - 316 Penerln"llan Pouting Daerah xxx xxx - Jumlah Penanmaan Pembiayaan XX)( )()()( - 32 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 
321 Per'nbentukan Dana Cadangan lCXX xxx JOO< 

322 Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemenntah Oaetah lCXX xxx - 323 Perrtl3yaran Pokok Utang ,cxx xxx )()()( 

324 Pll'J'benan Plr,.,T9n Olis-ah xxx l()(X xxx 
Jumlah Pengatuaran Pembtayaan )(XX -""" xxx 

PEMBIAYAAN NETTO >CXX xxx lOOr 

SISA LEBIH IKURANGI P€MBIAYAAN ANGGARAN ... XlCX JOO< 

PEMERINTAH KABUPATEN f'URBALINGGA 
LAPORAN REA1.ISASI ANGGARAN 

SKPO 
TAHUl'I ANGGARAN 20X1 

2) LRA SKPD Format Peraturan Menteri Dalatn Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 



NAMA 
NIP 

Pl.wballngga 31 Oesernber 20x1 
PPKO, 

(da lam rup,ah) 
KODE ANG GARAN REALISASI REALISASI URAIAN % REKENING 20X1 20X1 20)(0 

4 PENPAPATAN 
41 PENOAPATAN ASLI DAERAH • LRA 
4 11 Pendapatan Pajak Daerah. LRA )OOC )OOC JOO( )OOC 

4.12 Pendapatan Retnbus, Daerah. LRA )OOC )OOC xxx >00( 

413 Pendapatan Has1I Pengelclaan Kel<ayaan Daenll'I yang Doposahkan. LRA xxx xxx )OOC >00! 
4 1 4 Latn-laln PAD yang Sah. LRA )()()< )()()( )()()( >00( 

Jumlah Pendapatan Asll Daerah • LRA xxx """ lOCX lOOC 
42 PENOAPATAN TRANSFER· LRA 
4 2 1 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT • DANA PERIMBANGAN • LRA 
4 211 Bagi Has~ Pajak· LRA )0()( >00( """ lOCX 
4212 Sage Has~ Sumber Oaya Alam· LRA )(l()t )()()( xxx )0()( 

4 21.3 Dana Alokasl Umum • LRA ,ooc )00( """ lOOC 
4214 Dana AIOkaSI Khusus. LRA XlO( """ JOO( )00( 

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perlmbangan )()()( """ lOCX lOCX 
422 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT • LAINNYA • LRA 
4221 Dana Otonoml Khusus. LRA )00( lOCX xxx xxx 
4222 Oana Penyesua,an LRA )00( """ )()()< lOOC 

Jumlah Pendapatan Transler Pemerlntah Pusat. Lalnnya )0()( lOO( xxx lOOC 

423 TRANSFER PEMERINTAH PROVINS! ·LRA 
4231 Pendapatan Bagi Hasll Pajak LRA lOOC lOOC lOCX IO(l( 

4232 Pendapatan Bagi Haed Laonnya LRA lOCX lOOC xxx """ J umlah Pendapatan Transfer Pemerlntah Provins I lOO( )00( xxx lOO( 

J umlah Pendap .. an Tranofer >00( lOO< )00( JOO( 

43 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 
431 Pendapatan Hlbeh • LRA )O()C )00( lOCX )00( 

432 Pendapatan Lalnnya. LRA )00( )00( )00( lOCX 

Jumlah La.In-Lain Pendapatan yang Sah lOCX )()()( )00( )00( 

JUMLAH PENDAPATAN >()()( )00( xxx >()()( 

5 w.atl,j.A 
51 BELANJA OPERAS! 
513 Bell111aBu~ )00( >()()( xxx lOO( 

514 Beoanja Subslca lOOl xxx JOO( >00! 

515 Bclan,a Hlbeh xxx )00( lOO( )()CX 

516 Belanjl Banluan Soslal lOO( lOCX lOO( lOO( 

Jumlah Bel8nJa Operas! )0()( lOCX xxx )()CX 

53 BELANJA TAK TEROUGA 
!131 Belanja Tak Terduga lOCX )0()( >00( )00( 

Jumlah BelanJa Tak Terduga lOCX lOOC lOO( lOO( 

JUMLAH BEi.ANJA lOOC JOO( lOO( )()()( 

6 IBAN:iEliB 61 TRANSFER BAGI HASIL PENOAPATAN 
611 T raneler Bag; Hasll Pljak Daerah lOCX lOCX )00( )00( 

612 T11111sler Bagi Ha111 P~ Lalnnya )OOC )OOC 100( >00( 

Jumlah Transfer Bagi Hasll Pendapat1n JOO( lOO( )()()( 100( 

62 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 
621 TranSler Bantuan Keuangan ke Pemer,nrah Daerah Lalnnya lOOl lOCX 100( )()()( 

622 Transler Ban1uan K-ngan ke Desa )()0( )00( 100( lOOC 

623 Tran Sf« Ban1uan K-ngan La•nnya )()0( lOO( lOO( """ Jumlah Transltr B1ntuan Keu1ng.;,n )O()C lOOC 100( lOO( 

JUMLAH TRANSFER lO()( lOOC 100( 100( 

J UM LAH BELANJA DAN TRANSFER lOOC lO()( lOOC )OOC 

SURPLUSIDEFISIT lOOC )()()( 100( )()Q( 

7 Pl;.MQ!AYMN 
7 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 
7 11 Penggunaan SILPA 100( lOO( )()()( )()()( 

7 1 2 Penca1ran Dana caaangan 100( >00( lOOC 100( 

71 3 Had Pen,ualln Ket<ay.,an Daerah yang Oopisahkan 100( )0()( lOOC 100( 

71 4 P,npman Oalam Negen Pemerintah Pusar JOO( )()CX lOOC lOCX 

715 P1npman Oalam Negen Pemertncall Daerah l.aonrly3 )()()( )()CX )OOC )()()( 

716 P1n;aman Oalam Negen. Lembega Keua~n Bank lOOC 100( )()CX lO()( 

717 Ponjaman Oalam Negerl . Lembega Keuangan Bukan Bank )OOC 100( lOOC lOO( 

71.8 Pln]aman Dalam Negeri • Obligasl )C)()C JOO( )()CX )O()C 

719 Pm)aman Dalam Negen Lalnnya 100( """ )()()( )()()( 

7110 Penerimaan Kemb..W Plniaman kepada Perusahaan Negara 100( )()()( lOOC )()()( 

7 111 Penertmaan Kembllll Plnj8man kepeaa Perusahean Daerah )00( )()0( lOOC lOOC 

7112 Penenmaan Kembel1 Plnjaman ~epada Peme<tntah Daerah Lalnnya )00( 100( )00( lO()( 

7113 Pener1maan Kemblllo Ptutang )()()( )()()( )00( lOO( 

7114 Penerlmaan Kembelt lnvesrasi Dana Bergullr )OOC lOCX )()()( )()()( 

Jumlah Penerlmaan Pemblayaan )00( lOOC lO()( 100( 

72 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 
721 Pembenlukan Dano Cadangan 100( lOCX JOO( - 722 Penyerman Mooal/lnvestasl Pernenntllh Oaerah 100( JOO( JOO( lOOl 

723 Pembeyaran Pol<ok Plnpman Oalam N"9et'1 • Pemer1n1ah Pusat xxx lOOC )00( lOOl 

724 Pembllyaran Pokok Ptnpman Dalam Negerl. Pemerlnl3h Daerah Lalnnya )()()< lOO( )0()( )00( 

725 Pembllyaran Pokok Plniaman Dalam Negeti. Lembaga Kouangan Bank lOOC )()CX )00( )0()( 

7:16 Pembeyaran Polcok PlnJaman Oallm Neger1. Lembaga Kl!Uangan Bukan Bank 100( )O()C )Cl(l( JOO( 

727 Pembayaran Pol<ok P1n)aman Oalam Negerl • Obllgas1 lOCX JOO( lOOC )()()( 

728 Pembllyaran Pol<ok Plnjaman Dalam Negen -1.alnnya lOCX 100( """ JOO( 

729 Pemberlan Pln,aman kepada Perusahaan Negara JOO( 100( )()()< lOO( 

7 2 10 Pemberlan Piniaman kepada Perusahaan Oaerah lOO( lOO( 100( )()()( 

7 2 11 Pemberlan Pin,aman kepada Pemerlnlah Oaerah La,nnya lOCX """ 100( )0()( 

Jumlah Pengeluaran Pemblayaan >00( 100( lOOl )()()( 

PEMBIAYAAN NETTO )()()( 100( JOO( )()()( 

SISA LEBIH IKURANGI PEMBIAYAAN ANGGARAN lOO( lOOC lOOC lOO< 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 
PPKD 

LAPORAN REALJSASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 OESEMBER 20X1 DAN20XO 

3) LRA PPKD Format Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 



NAMA 
NIP 

Purbalu,gga 31 Desember 20lc1 
PPl(O, 

KODE URAIAH ANG GARAN REAUSASI LEBlH/ 
REKEHIHG 20X1 20X1 (KURAHG) 
1 PENDAPATAH XJOC XJOC XJOC 

12 DANA PERIMBANGAN XJOC XJOC XJOC 
121 Bag, Hasd Paiak/Bagl Hasd Bukan Pajak XJOC XJOC XJOC 

122 Dana Alokast Umum XJOC )00( XJOC 

123 Dana AlokaSI Khusus XJOC )00( XJOC 

1 3 LAIN-LAIN PENDAPATAH OAERAH YANG SAH XJOC )()()( lOO( 

1 31 Pendapatan Hlbah XJOC )00( lOO( 

132 Dana Oarural lOO( )00( 100( 

133 Dana Bagi HaSII Pajak dan ~nst dan Pemerintah Deerah xxx )00( xxx 
134 Dana Penyesuaoan dan Olcnom1 Khusus )00( XJOC lOO( 

135 Bantuan Keuangan dan PrtMnst atau Pemenntah Oaerah La,nnya )00( )00( )()()( 

2 BELANJA )()()( )00( )()()( 

21 BELANJA TIDAK LAHGSUHG XJOC lOO( )()()( 

212 Belan,a Sunga xxx 100( ,ooc 

213 8Elanja Subsd xxx xxx XJOC 

2,. Belan,a H1bah xxx )00( )()()( 

215 BElan)il Banruan Sos.al xxx lOO( )()()( 

216 Belanp Bagi Has. lcepada PrtMnSIIKabupaten/Kaca din Penwintanan Desa xxx )()()( XJOC 

218 Belanp Bantuan Keuangan lcepada f)n)',Ons,/Kabupaten/Kotl den Penwinlahan Desa )00( xxx lOO( 

219 BeianJa Tidak Tl!fduga xxx XJOC lOO( 

SURPLUS (DEFISIT) xxx lOO( lOO( 

3 PEMBIAYAAN OAERAH 
31 PEHERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH xxx lOO( XJOC 

311 Sesa Lebih Pertun,ngan Anggaran (SILPA) Tahun Anggarlwl Sebllumnya xxx XJOC )()()( 

312 Penca,ran Dana Cadangan JOO( xxx XJOC 

31.3 Has,I PenJualan Kekayaan Dal!fah yang O,pisahkan xxx )00( )()()( 

314 Penenmaan Pin)aman Daerah xxx )00( )()()( 

315 Penenmaan Kembah Pembenan P,nJaman xxx )()()( )()()( 

316 Penenmaan Piutang Daerah xxx xxx )()()( 

31 PENGELUARAH PEMBIAYAAN DAERAH xxx lOO( JOO( 

311 Pembentukan Dana Cadangan )()()( XlO( XJOC 

312 Penyertaan Modal (111\/f!Stast) Pemer,ntah C>Mrah )()()( )()()( lO(J( 

31.3 Pembayaran Polcok Utang )()()( )()()( XJOC 

314 Pembenan P11.ia,nan Daerah )()()( lOO( )()()( 

PEMBIAYAAN NETTO )()()( xxx lOO( 

SISA LEBIH PEMBIA Y AAN AHGGARAH (SILPAI JOO( )CO( lOO( 

PEMERJNTAH KABUPATEH PURSAUNGGA 
PPKD 

LAPORAH REAUSASI AHGGARAH 
UNTUI( T AHUH YANG BERAKHIR SAMPAI DEHGAH 31 DESEMBER 20X1 DAN 20XO 

4) LRA PPKD Format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 



NAMA 

PurbaUngga 31 Oo$0rnber 20X1 

BUPATI PURBALINGGA. 

KODE URAlAN AHGGARAH REALISASI 
% REAi.iS AS i 

20X1 20X1 20XO 
4 PENDAPATAN • LRA XU ltXX """ xxx 
41 PENDAPATAN ASU DAERAH • LRA xxx xx.x xxx xxx 
4 11 Pendapetan Papk Daerah. LRA ... ... ... xxx 
4 I 2 Pendapatan Relnbus, Oaorah • LRA xxx lOC)( - xxx 
4 13 Pendapatan HaSll Pengekllaan Kel<ayaan Oaerah yang Olj)jsahl<an. LRA - - - XlOC 
414 Laon-laln PAO yang san- lRA ... - - XlOC 
42 PENDAPATAN TRANSFER - LRA XXl xxx xxx ux 
421 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT • DANA PERIMBANGAN • LRA xn ux xxx XU 
4 2.11 0- Bag, Hasi PaJak - LRA - - - - 4212 0- Bagi Hasi &mber Daya Alam - LRA - - lOOC lOOC 
4 2.1 3 o- Alolcasl Umum - LRA - - - - 4214 Inna A~ Kl'usus - LRA - - - - 4 22 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT • LAINNYA -LRA ux ... xxx xxx 
4 221 o- Oloncn- Khusus • LRA """ """ - """ 4222 0- PenyesUillan • LRA - - - - 423 TRANSFER PEMERINTAH PROV1NSI • LRA xxx xxx """ ,... 
4231 Pendapatan Bagi Hasd Pajal<- LRA - - - - 4232 Pendapetan Bag, Hasl Lainnya LRA - - - - 43 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LRA ••• ••• xn l<XX 
4 31 Pendapatan Hibah - LRA - - IC)()( X)C)( 

432 Pendapatan Dana Darurat - LRA - - - - 433 Pendapetan lalnnya- LRA - xx.x lOO( lOO( 

5 BELANJA ... ••• """ ,. .. 
5 1 BELAIUA OPERASI xxx ... xxx ••• 511 Belanja~I - - xx.x lOO( 

512 Belanjl Barang clan Jasa - - - - 513 Belanjl e..,ga - - - - 514 Beton11 S<lbsldi - - - - 5 15 e.tanp Hlbifl - - - - 516 Belonjl Ba- Sos,a) - - - lOO( 

52 BELAHJA MODAL ... ,... """ xxx 
521 Belania Tanah lOO( ... - lOO( 

522 BelanJa Peralalan dan Mes,n lOO( - lOO( I()()( 

523 Belamp Gedung dan Bangunan I()()( - lOO( I()()( 

524 Betania Jalan, lngaso, clan Janngan - - xxx xxx 
525 Belallia AsetTetaplamya - lOOt - xxx 
526 Bellnja Aset laimya - - - - 53 BELANJA TAK TERDUGA xxx xxx xxx ux 
531 BelanJa Tak Tenluga - )0()( JOO< - 6 TRANSFER xn xxx xxx ux 
61 TRANSFER BAGI HASIL PENOAPATAN ux xxx """ xn 
611 Transfer &o Has• Paiak - - - lOOC 

612 Transfer Bagi Hasl Retnbus lOOC - - - 613 Trans~, Bagi Has• Pffldaparan L.,,,ya - )0()( - - 62 TRANSFER/BANTU.AN KEUANGAN ... ... XD ... 
621 Tra,-fer Bantuan Keuangan ke Pernerintah Deerah L11nnya - - - - 622 Transfer Bartuan Keuangan ke 0- JOO< ... - ... 
623 Transfer Barcuan Keuangan Lalnnya xxx - - - SURPLUSIOEFISIT - - - - 7 PEMBIAYAAN 
71 PENERIMAAN PEMBIAYAAN ... xxx xxx xxx 
711 Penggunaan SILPA ... l(l()( ... - 712 Peneaoran Dana Cadangan - x.xx - - 713 H•• Pen]Ualan Kekayaan Oaerah y,ng D<p,sallkan lOO( x.xx JOO< xxx 
714 PlnJilfflan Dalam Negen • Pemerllah Pus• - )0()( - - 1 t 5 Piniaman Oalam Nege,1- P-.ntah 0- Luv,ya - - - - 716 Piniaman Dalam Negeo - lembaga ~'9W' Bank - - - """ 717 Plnpman Dalam Negen- lembega Ke.-nspn &*an Ba,. """ - """ - 718 Pin,....n oai.n Nege,1- Obignj - - - """ 719 Pwlpman DaJam Nege<, 0 Laonnya xxx """ - xxx 
7110 Penenmaan Keml>at Pwiiaman kepeda Petusai.an Negara - - - - 7 t 11 -maan Kembal l'lnjaman k~a ...._,..,. Daenih xxx """ - - 7112 Penenmaan Kembe• P,npman kepeda Pemennlah Oaerah Laonnya - - - - 7113 Pener,ma:an Kembak P,utang lOO( - - - 7 1 14 Pener1maan Kembal1 lm,..,t,s1 Dana Be<guWr - - - - 72 PENGELUARAN PEMBIAYAAN ••• ... xxx xxx 
721 Pembentukan Dana Cadangan - - - - 722 ~an MOdaillrwes1aS1 Pemerlntal\ oaeran - - ... - 723 Pembayaran Pokol< Pmpman Oalam Nege11 • Pemennl3h Pus111 - "'°' - """ 12, Pembay.lran P- P'"fl'man Oalam ~n. ~,...,, OM<an Laonnya xxx - - - 725 Pembayaran Pokok P1npman Oalll'n Nege,1- Lembaga Keuar,gan Bank - - - - 7 26 Pembayaran Pot<Jlc Pqama, o- Hege<•. Lembaga Keuan;an Bukan Ba'* - - - - 727 Pembeyaran POkok P1111man Oalam Negen • ObllgaSI - - xxx xxx 
7 21! Pembayaron Pakot PlnJlman Ollam Negen • LHll'ty.1 ... )0()( xxx - 729 Pe- Piniaman kei,ada Perusa'>aan Nogara xxx - - - 7 210 Pembooan PwlJilffl>n i..epeda Pe<wataan 0- xxx - xxx - 7 211 Pembenan Piniaman kepada Pemenr!lah Ooerah La,my., - - - - PEMBIAYAAH NETTO - - - - SISA LEBIH (KURAHGI PEMBIAYAAN ANGGARAN ... - xxx - 

PEMEIUNTAH KAIIUPATEH PURBAUNGGA 
I..APORAN REAUSASI AHGGARAH PEHDAPATAN DAH BELAHJA 

UNTIJK TAHUN YAHG BERAKHIR SAMPAI DEHGAH 31 DESEMBER 20X1 OAH 20XO 

5) LRA Pemda Format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
64 Tahun 2013 



NAMA 

F\irbalingga, 31 Deserrber 20x 1 
8UPATI PURBALINGGA, 

KOOE URAIAN 
ANGGARAN REALISASI LEBIH/ 

20X1 20X1 (KURANG) 
1 PENOAPATAN 
1 1 P~PATAN ASLI OAERAH 
1 1 1 A3ndapatan Pajak Daerah )C)C)C )Cl()( xxx 
1 1 2 Fendapatan Retribusi Daerah )C)C)C xxx )C)C)C 

1 1.3 Pendapatan Hasil Rmgelolaan Kekayaan Daerah yang Clpisahkan xxx )C)C)C xxx 
1 1.4 lain-lain PAD yang Sah )C)C)C )C)C)C xxx 

Jumlah Pendapatan Asli Oraerah )C)C)C xxx xxx 

1.2 PENDAPA TAN TRANSFER 
1.2.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN 
1.2 1 1 BagiHas~Pajak/8agiHas8Pajak )C)C)C xxx )C)C)C 

1 2.1 2 Dana Alokasi Urum )()C)C )C)C)C xxx 
121 3 Dana Alokasi Khusus )C)()C )C)C)C )C)C)C 

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perlmbangan )C)C)C xxx xxx . 
1.3 LAIN-LAIN PBIOAPATAN OAERAHYANG SAH 
1.31 Fendapalan Hbah xxx )C)C)C xxx 
132 Dana Orarurat xxx )C)C)C xxx 
1.3.3 Dana Bagi Hasil Paiak dari A-ovnsi dan Ferrenntah Oaerah )C)C)C )C)C)C xxx 
1.3.4 Dana Fenyesuaian dan Oonorri Khusus xxx )C)C)C xxx 
1.35 Bantuan Keuangan dari A-ovinsi atau A3menntahan Qierah latnnya )C)C)C xxx xxx 

Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah 
- 

)C)C)C xxx )C)C)C 

JUMLAH PENOAPATAN xxx xxx xxx 

2 88..ANJA 
21 88..ANJA TIOAK LANGSI..Ni 
211 Belanja Pegawai xxx xxx )C)C)C 

2.1.3 Belanja Bunge xxx xxx xxx 
2.1 4 Belanja Subs idi )C)C)C )C)C)C )C)C)C 

2.1.5 BelanJa Hibah xxx )C)C)C xxx 
2.1.6 Belanja Bantuan Sosial )C)C)C )C)C)C )C)C)C 

216 Belanja Bag, Hasil kepada A-ovinsi/Kabupaten/Kot.a dan Pemenntahan Da XXX xxx )C)C)C 

2.1.8 Belanja Bantuan Keuangan kepada A-ovinsi/Kabupalen/Kota dan R3merin )C)C)C )C)C)C )C)C)C 

2.1.9 Belanja Tidak Terduga xxx xxx )C)C)C 

Jum lah Belanja Tidak Langsung xxx )C)C)C )C)C)C 

2.2 88.-ANJA LANGSUNG 
221 Belanj:I Fegawai xxx )C)C)C xxx 
222 Belanja Barang dan Jasa )C)C)C )C)C)C )C)C)C 

2 2.3 Belanja M:>dal )C)C)C )C)C)C xxx 
Jum lah Belanja Lang sung )C)C)C )C)C)C )C)C)C 

3 PEMBIAYAAN OAERAH 
3.1 PEN:RIMAAN PEMEIAYAAN OAERAH 
31 1 Stsa Lebth Ferhitungan Anggaran (SLPA) Tahu, Anggaran Sebeumnya )C)C)C )C)C)C )C)C)C 

312 Pencairan Qina Cadangan xxx xxx xxx 
31.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daeran yang Oip1Sahkan xxx xxx xxx 
3.1 4 Penernean Plnjamen Oaerah )C)C)C )()C)C xxx 
31.5 Penerrrean Kerrbati Perrberian Anjarren xxx xxx xxx 
316 A3nerim3an Putang Daerah )C)C)C )C)C)C xxx 

Jum lah Penerimaan Pembiaya.an Daerah 
31 PENG8..UARAN PEMBIA Y AAN DAERAH 
3.1 1 Perrbentukan Dana Cadangan xxx xxx )C)C)C 

3.1 2 Rmyertaan M:>dal (hveslasi) Pemerintah Daerah )C)C)C )C)C)C xxx 
3.1.3 Perrbayaran Fbkok Utang )C)C)C )C)C)C xxx 
3.1 4 Perrberian Anjarren Daerah xxx )C)C)C )C)C)C 

Juml.ih Penerimaan Pembiayaan Oaerah )C)C)C )C)C)C xxx 
PEMBIAYAANtETTO xxx xxx xxx 
SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAY AAN ANGGARAN xxx xxx xxx 

PEMERINT AH KAau>ATEN PURBALINGGA 
LAPORAN RE'ALISASI ANGGARAN 

Lt,ITUK TAI-WY ANG BERAl<HIR SAMPAI CENGAN 31 CESEMBER 20X1 

6) LRA Pemda Format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 



3. NERACA 
a. Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah 

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. 
b. Pemerintah daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar 

dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi 
kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. 
Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah 
yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah 
daerah pada tanggal la po ran. 

c. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada 
Laporan Peru bahan Ekuitas. 

d. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: 
1) kas dan setara kas; 
2) investasi jangka pendek; 
3) piutang; 
4) persediaan; 
5) investasi jangka panjang; 
6) aset tetap; 
7) aset lainnya; 
8) kewajiban jangka pendek; 
9) kewajiban jangka panjang; dan 
10) ekuitas. 

e. Contoh format Neraca Konsolidasi sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan adalah sebagai berikut: 

No Uralan 20X1 20XO 

1 Saldo Anggaran Leblh Aw al xxx xxx 
2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembtayaan Tahun Berjalan (xxx) (xxx) 
3 Subtotal (1+2) xxx xxx 
4 Stsa Lebih I Kurang Pembtayaan Anggaran (StLPA I &KPA) xxx xxx 
5 Subtotal (3+4) xxx xxx 
6 Koreks: Kesalahan Perrbukuan Tahun Sebelurmya xxx xxx 
7 Lain-lain xxx xxx 
8 Saldo Anggaran Leblh Akhlr (~+7) xxx xxx 

Pe.1 ERi NT AH KABUPATB',1 PURBALINGGA 
LAPORAN PERUBAHAN SALOO ANGGARAN LEBIH 

PER 31 DESEMBffi 20X1 DAN 20XO 

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 
a. LaporanPerubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara 

komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: 
1) Saldo Anggaran Lebih awal; 
2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; 
3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; 
4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya; 
5) Lain-lain; dan 
6) Saldo Anggaran Lebih akhir. 

b. Di samping itu, pemerintah daerah menyajikan rincian lebih lanjut 
dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo 
Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

c. Contoh format Laporan Perubahan SAL menurut Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi 
Pemerintahan adalah sebagai berikut: 



NAMA 

BUPATI PURBAUNGGA, 

Purbalingga. 31 Desembe< 20X1 

No Uralan 20X1 20XO 

1 ASET 
2 ASETLANCAR 
3 Kas di Kas Oaerah )()OC )()OC 

4 Kas di Bendahaa Pengeiuaran )()OC )()()( 

5 Kas di Bendahara Penerimaan )()()( )()()( 

6 lnvestasi Jangka Pendek )()()( )()()( 

7 Plutang Pajak )()()( )()()( 

8 Purtang Retribusi )()(l( )()()( 

9 Penyis1han Piu1ang (lOOC) (lOOC) 
10 Belania Dibayar Dim.ika )()()( xxx 
11 Bagian lancar Piniaman kepac!a Perusahaan Negara )0()( xxx 
12 Bagian Lancar Piniaman kepada Perusahaan Daerah )()()( )()()( 

13 Baglan Lancar Piniaman kepada Perusahaan Puss lOO( lOO( 

14 Bagian lancar Pmjaman kepada Perusahaan Daerah l.alnnya )0()( )0()( 

15 Bagian lancar Tagihan Penjualan Angsuran lOO( )()()( 

16 Baglan lancer Tuntiian Ganti Rugi )()()( )()()( 

17 Pllllang~ 1()()( lOO( 

18 Persediaan XX)( )()()( 

19 Jumlah Aset Lancar xxx xxx 
20 INVESTASI JANGKA PANJANG 
21 INVESTASI NON PERMANEN 
22 P,njarren Jangka Panjang lOO( )()()( 

23 lnvestasi dalam Surat Utang Negara )()()( )()()( 

24 lnvestasi dalam Prc,vek Perrbangunan )()()( )()()( 

25 lnvestasi Nonperrrenen Lainnya )()()( )()()( 

26 Jumtah lnvestasl Nonpermanen xxx xxx 
27 INVESTASI PERMANEN 
28 Penyectaan Modal Pememtah Daerah )()I)( )()()( 

29 lnvostasi Perrrenen lainnya 1()()( )()()( 

30 Jumlah lnvestasi Permanen xxx xxx 
31 Jumlah lnvestasi Jangka Panjang xxx xxx 
32 ASETTETAP 
33 Tanah lOO( )()()( 

34 Poralatan dan Masin )0()( xxx 
35 Ge<lung dan Bangunan )()()( )O()t 

36 Jalan, lrigasi dan Jaringan )()I)( )O()t 

37 Asel Tetap lainnya )()()( )()I)( 

38 Konstruksi Dalam Pengerjaan )()()( )()()( 

39 Akum.ilasi Penyusutan (lCXX) (XXlt) 
40 Jumlah Aset Tetap xxx xxx 
41 DANA CAOANGAN 
42 Dana cadangan )()()( )()()( 

43 Jumlah Dana Cadangan xxx xxx 
44 ASET LAINNYA 
45 Tagihan Penjualan Angsuran )()()( )()()( 

46 Tuntutan Gant, Rug, XX)( )()()( 

47 Kemtraan dengan P,hak Ketiga xxx xxx 
48 Asel Tidak Ber.wjud )()()( )()()( 

49 Asel Lain-L8in )()()( )()I)( 

50 Jumlah Aset Lainnya xxx xxx 
51 JUMLAHASET xxx xxx 
52 KEWAJIBAN 
53 KEWAJIBAN JANGKA PENCEK 
54 Utang Perhitungan P1hak Ke!Jga (PFK) )()()( )()()( 

55 Utang Bunga )0()( )()()( 

56 Bag,an Lanc:ar U1ang Jangka Pan,ang )()()( XlOC 

57 Pendapatan Dilerima Dimuka )()()( )()I)( 

58 U1ang Betanja )()()( )()()( 

59 U1ang Jangka Pendek lainnya )()()( lOO( 

60 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek xxx xxx 
61 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 
62 Utang Dalam Negeri • Selctor Perbankan )()()( )()()( 

63 Utang Dalam Negeri • Obligasi )()()( lOO( 

64 Premium (Diskonto) Obligasi JOO( )()()( 

65 U1ang Jangka Panjang lainnya lOO( XlOC 

66 Jumlah Kewajiban Jangka Pantano xxx xxx 
67 JUMLAH KEWAJIBAN xxx xxx 
68 EKUITAS 
69 EKUITAS 
70 Ekuitas lOCX )()()( 

71 Jumtah Ekuitas xxx xxx 
rz JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA xxx xxx 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 
NERACA 

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20XO 



4. LAPORAN OPERASIONAL 
a. Laporan Operasional menyajikan pos-pos: 

1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional; 
2) Bebandari kegiatan operasional; 
3) Surplus/ defisit dari kegiatan operasional; 
4) Surplus/ defisit dari kegiatan non operasional; 
5) Surplus/ defisit sebelum pos luar biasa; 
6) Pos luar biasa; dan 
7) Surplus/defisit-LO. 

b. Laporan Operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi 
beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi 
(sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis 
kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), 
dan tidak direalokasikan pada bcrbagai fungsi dalam suatu entitas 
pelaporan. 

c. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan 
aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan 
moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka­ 
angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. 

d. Dalam L aporan Operasional harus diidentifikasikan secara jelas, 
dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman 
laporan, informasi berikut: 
1) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya; 
2) cakupan entitas pelaporan; 
3) periode yang dicakup; 
4) mata uang pelaporan; dan 
5) satuan angka yang digunakan. 

e. Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai beriku t: 
1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional; 
2) Beban dari kegiatan operasional; 
3) Surplus/ defisit dari kegiatan operasional; 
4) Kegiatan Nonoperasional; 
5) Surplus/ defisit sebelum Pos Luar Biasa; 
6) Pos luar biasa; dan 
7) Surplus/defisit-LO. 

f. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan 
dipindahkan ke Laporan Peru bahan Ekuitas 

g. Contoh format Laporan Operasional sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan adalah sebagai berikut: 



NAMA 
NIP 

KEPAI.A SKPO. 

P\Jrbeltngga 31 Desembe, 20X1 

NOURUT URAIAN 20X1 2DXO KENAIKANI % (PENURUNANl 
8 PENDAPAT AN • LO )O(X )00( )00( xxx 
81 PENDAPAT AN ASU ClAERAH • LO )00( JOO( lOO( xxx 
811 P..-.dapalan Pajak Daer.oh • LO "'°' "'°' '°"' "'°' 812 ~ Relnbus, Daerah LO '"" lOCX xxx ""' 813 ~ Hasi PengelcWn Kelcayaan ONrah yang 0.psahkan. LO xxx lOCX '°"' lOOC 
814 lao>-laon PAO yang Sah LO lOCX lOCX xxx lOCX 
9 BEBAN xxx lOCX xxx xxx 
91 BcBAN OPERASI )O(X xxx xxx xxx 
911 BebanPegawai xxx lOCX XlC)C XIOC 
912 Beban Barang dan Jasa xxx xxx XlC)C XlOt 
917 Beb3n Penyusutan dan An'1C(Aa$l XlC)C xxx JOO( xxx 
918 Beban Penyis1han P,utang xxx JOO( XJO< xxx 

SURPLUS/DEFISIT • LO xxx xxx xxx xxx 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 
SKPO 

LAPORAN OPERASIONAL 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20XO 

1) Format LO SKPD 



NAMA 
NP 

PPKO. 

PwtJlllongga 31 OesErnl>E< 20X 1 

20X1 20XO 
KEHAU<ANI 'II, NO URAIAN (PENURUHANI 

KEGIATAN OPERASIONAL 
I PENDAPATAN • LO "'°' "'°' "'°' lOO( 

2 PENOAPATAN ASU OAERAH • LO lOO( lOO< lOO( )()()( 

3 Pejal< Oelnh LO lOO( lOO( )()()( )()()( 

4 ~ Hasli Pe,gelola8n ~Oenh ~ Oopi5'1tlkM-l0 lOO( lOO< )()()( )()()( 

5 LaMMI PAO )Wl9 &lh - LO lOO( lOO( lOO( )()()( 

6 Juna.11 ,..,,.,apatan Asfi DHnh XD •D OJI ... 
7 
8 PENOAPAT AN TRANSFER· LO 
9 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT. 0ANA PERIIIBANGAN - LO 
,o Oona Beg, - Pejal< - LO )()()( lOO( lOO( ... 
11 Olna Bagi Hasl SIJrnl>..- Daya Alllm • LO JOO( )()()( )0()( lOO< 
12 Olna Alokasl Ltnum - LO lOO( )0()( )0()( lOO< 
13 Oena Ald<8sl Kl"llsus - LO lOO( )0()( )0()( )0()( 

14 JU11llh Pendapatan T1"111111lar o,mo Pwlmbengan ... ... ... XU 
15 
16 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT • UINNYA-LO 
17 0.. Olcnonl l<huslls • LO lOO( - """ """ 18 0..~·LO - - - )()()( 

19 JU1111h Pendapaun r,_,., _.,, _,_ u....,a . .,. ... """ ... 
20 
21 TRANSFER PEMERINTAH PR<MNSI -LO 
22 Pendllpa1lw1 8IIIQI Hasil Pajak • LO lOO( ... )0()( lOO( 

23 """1dllpatan Sagi HIISII Laim-ye • LO )()()( lOO( ... )()()( 

24 JU11llh Pendepatan Tl"llll9fer Pem1rin11h Provill9i xxx ... DX ... 
25 J...,llh Pendapallln T1ant11r ... ... ... ux 
26 
27 UIN-1.NN PEHDAPATAN YAHG SAH - LO 
28 ~Hbah-LO lOO( lOO( lOO( )()()( 

29 ~ l9W'lja-LO lOO( lOO( )()()( )()()( 

30 .Jufflllh Lair,.Lain Pe~lan yang Sall ..,. XD OJI ... 
31 JUMLAH PENDAPATAN XD ... DX DI 
32 
33 BE BAN 
34 BEBAN OPERASI 
35 8eb1r1$ut,sjd )()()( - ... )0()( 

36 Bebln Hlbett - )()()( JOO( )()()( 

37 BeD8'I BanLIIWI Sosr.ll IOO< - - lOO( 

38 ~l~ "'°' - - """ 39 J...,lah - Ope<9i ... """ JIU JIU 
40 
41 BEBAN TRANSFER 
42 Bet,-, frw,sf,rl!ag,HIIYPloillk """ - lOO( - 43 Bet,-, T rw,sl,r Bagi Hasd Pini~ 1.Mmya - - lOO( ... 
44 Bet,-, Trw,st..- Banll.lan Keum>giw, ke P,m- Clee"en l.allY1'j9 - - lOO( )0()( 
45 Bebir, Trw,sfer Ban1uan Klluangen ke lleA - JOO( ... )()()( 

46 Beb1r1 Trw,sf,r Kaiir,g:an lalmya )()()( ... )()()( ... 
47 Jumlah Behen Transfer Xlll ... ... IXX 
48 JUMLAH 8EBAH ... ... ... ... 
49 SURPUJSIDEASIT DARI OPERAS! XlDI ... ... ... 
50 
51 SURPLUSIOE:ASfT DARI KEGIATAN NOH OPERASIONAL 
52 SURPLUS NOH OPERASIOHAL 
53 ~~-lml,.sl(S - - XX>< 100< 
5" SUr!>1<JS Pln'jdeSalan Kewll!il>IWI Janglca l'lf'teng 
55 Surplus c11n Kegi-, Nan Opel"IISlaili Le,nnya - - lOOC 100< 
56 Juma.,h Surplus Non Opel"llllonal XXI ID xxx UI 
57 
58 OEASIT NON OPERASIONAL 
59 l)o(1$1t P"1jU!llan As« Im Lanar - - lOO( - 60 l)o(,sit Penyelesaan Kew.,., Jar,g1<9 Plrfw,g - - lOO< - 61 °"1sl1 <1111 ~ Nc:n ~ I..M',nje - - - - 62 Jurnlah Oafisil Non Opa,w- ..,. 10 JIU DI 
63 JUIILAH SURPLUSIOEASIT DARI KEGIATAN NOH OPERASIONAL ,... ... JIU ... 
64 SURPI.USIDERSIT SEBELIJII POS lUAR IIASA ..,. Xlll ... XU 
65 
66 POS LUAR BIASA 
67 PENOAPATAN LUAR BIASA 
68 """1depetan Luar Biasa )0()( lOO< )()()( )()()( 

69 Jumlah Pendapallln luar Biua ... IXX JOIX xxx 
70 
71 BEBAN LUAR BIASA 
72 ec,., LI.- 8oase XU )0()( - - 73 Jurnlah e.t.n l- Bi- XD ... JIU D• 
74 POS LUAR BIASA ... ID """ .... 
75 SURPLUSIDERSIT - LO ... """ JIU OX 

PEMERINTAH KABUPATEN PORBAI.JNGGA 
PPKO 

I.APORAH OPERASKJNAL 
UHTUK TAHUHYAHG BERAIOIR SAMPAI DENGAH S1 DESUIIIER 20X1 DAN 20XO 

2) Format LO PPKD 



NAMA 

BUPATI PURBAUNGGA, 

Purballngga, 31 Desember 20X1 

NO URAlAN 20x1 20XO KENAI KAN/ % (PENURUNANl 
KEGIATAN OPERASIONAL 

I PENOAPATAN • LO lOOC lOOC xxx xxx 
2 PENDAPAT AN ASLI DAERAH • LO xxx xxx xxx xxx 
3 Pendapat,n Pajak Oaer.,h • LO lOOC xxx xxx xxx 

Pendapatan Retribusi Daerall · LO lOOC xxx xxx xxx 
4 Penclapatan Has~ Pengetolaan Kekayaan Daerah yang Dlpisahkan. LO xxx xxx xxx xxx 
5 Lair,.laln PAD yang Sall· LO JOO( xxx xxx JOO( 

6 Jumlah Pendapatan Asll Daerah XlOC lOCX XlOC xxx 
7 
8 PENDAPATAN TRANSFER· LO 
9 TRANSFER PEMERINTAH PUSA T • DANA PERIMBANGAN • LO 
10 Dana Bagi Hasi Pajak· LO lOOC lOOC xxx xxx 
11 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam· LO xxx xxx xxx xxx 
12 Dana Alokasi Umum - LO xxx xxx xxx xxx 
13 Dana Alolc.asi Khusus • LO xxx xxx xxx xxx 
14 Jumlah Pe~ Transfer Dana Perlmbangan XlOC XlOC xxx xxx 
15 
16 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT • LAINNYA • LO 
17 Dana O!Dnoml Khusus. LO xxx xxx xxx xxx 
18 Dana Peny,,suaian • LO xxx xxx xxx xxx 
19 Jumlah Pendapalan Transfer Pemerfnlah Pusat • Lalnnya xxx xxx xxx xxx 
20 
21 TRANSFER PEMERINTAH PROVINS!· LO 
22 Pendajlatan Bag, Hasff Pajak. LO xxx xxx xxx xxx 
23 Pendapatan Bag, Hasil l.alnnya • LO xxx xxx xxx xxx 
2.4 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerfntah Provlnsl XJO( xxx xxx xxx 
25 Jumtah Pendapatan Transfer xxx xxx xxx xxx 
26 
27 LAIN-LAIN PENOAPATAN YANG SAH • LO 
28 Penc!apatan Hibeh • LO xxx xxx xxx xxx 
29 Penclap<ltan Lainnya - LO lOOC xxx xxx xxx 
30 Jumlah LaJn-1.ain Pendapatan yang 5an xxx xxx xxx xxx 
31 JUMLAH PENDAPATAN xxx lOCX xxx xxx 
32 
33 BEBAN 
34 BEBAN OPERAS! 
35 Beban Pegawal lOOC xxx xxx xxx 
36 Beban Barang dan Jasa lOOC xxx xxx xxx 

Beban Bunga xxx xxx xxx xxx 
39 Beban SubSidi xxx xxx xxx xxx 
40 Beban Hibah xxx xxx lOOC xxx 
41 Beban Bantuan Sosial xxx xxx xxx xxx 
37 Beban Penyusutan xxx xxx xxx lOOC 
38 Beban Peny,siltan Piulang xxx xxx xxx xxx 
42 Beban Lalr,.La1n xxx xxx xxx xxx 
.t3 Jumlah Beban O~rasl xxx xxx xxx xxx 
44 
45 BEBAN TRANSFER 
46 Beban Transfer 6ag1 Has,I Pajak xxx xxx xxx xxx 
47 Beban Transfer 6ag1 Hasil Pendapatan la1nnya xxx xxx xxx xxx 
48 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemenmah Daerah Lalnnya xxx xxx xxx xxx 
49 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa xxx xxx xxx xxx 
50 Beban Transfer Keuangan Lainnya xxx xxx xxx xxx 
51 Jumtah Beban Transfer xxx xxx XlOC xxx 
52 JUMLAH BEBAN xxx xxx XlOC XJO( 

$3 SURPLUSl(OEASIT) OARI OPERAS! XJO( XJO( xxx xxx 
54 
55 SURPLUSl(OEASIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 
56 SURPLUS NON OPERASIONAL 
57 Surplus Peniualan Aset Non Lanca, xxx xxx )0()( xxx 
58 SUrplus Penyetesaoan KewaJ1ban Jar,gka Panjang xxx JOO( lOO( xxx 
59 SurpluS <Ian Keg,attan Non Operasional Lalnnya xxx xxx XX)( xxx 
60 Jumlah Surplus Non Operaslonal XlOC xxx xxx xxx 
61 
62 DEASIT NON OPERASIONAL 
63 OefJS~ Penjualan Aset Non La near xxx xxx xxx xxx 
64 Delisit Penyelesaian Ke.wj1ban Jangka Panjang xxx l()CX xxx xxx 
65 Oelis( dari Kegja1Bn Non Operas,onal laf'V'IY'I xxx xxx xxx xxx 
66 Jumlah Oeft..h Non Operaslonal XlOC xxx xxx lOCX 
67 JUMLAH SURPLUS/{DEASIT) OARI KEGIATAN NON OPERASIONAL xxx XlOC lOCX XXl< 
68 SURPLUSl(DEASIT) SEBEUJM POS UJAR BIASA XlOC XlOC xxx xxx 
69 
70 POSLUAR BIASA 
71 PENDAPATAN LUAR BIASA 
72 Pendapatan Luar Biasa """ xxx )0()( xxx 
73 Jumlah P<tndapatan Luar Blasa XlOC XlOC xxx XlOC 
7d 
75 BEBAN LUAR BJASA 
76 Beban Luar Biasa lOCX xxx xxx xxx 
n Jumlah Beban Luar Blasa lOCX xxx xxx xxx 
78 POS LUAR BIASA xxx xxx XJO( xxx 
79 SURPLUSIIOEASITl • LO xxx xxx )(XX xxx 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBAUNGGA 
LAPORAN OPERASIONAL 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI OENGAN 31 OESEMBER 20X1 OAN 20XO 

3) Format LO PEMDA 



Aktivitas Investasi 
a. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan 

pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan 
sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan 
mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di 
masa yang akan datang. 

b. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari: 
1) Penjualan Aset Tetap; 
2) Penjualan Aset Lainnya; 
3) Pencairan Dana Cadangan; 
4) Penerimaan dari Divestasi; dan 
5) Penjualan Investasi dalam bcntuk sekuritas. 

c. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari: 
1) Perolehan Aset Tetap; 
2) Perolehan Aset Lainnya; 
3) Pembentukan Dana Cadangan; 
4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; dan 
5) Pembelian Investasi dalarn benluk sekuritas. 

Aktivitas Operasi 
a. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang 

menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam 
menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas 
operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan 
sumber pendanaan dari luar. 

b. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari 
antara lain: 
1) Penerimaan Perpajakan; 
2) Penerimaan Retribusi; 
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; 
4) Penerimaan Transfer; 
5) Penerimaan Hibah; 
6) Penerimaan Dana Darurat; dan 
7) Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa. 

c. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk 
pengeluaran, antara lain: 
1) Belanja Pegawai; 
2) Belanja Barang dan Jasa; 
3) Belanja Bunga; 
4) Belanja Subsidi; 
5) Belanja Hibah; 
6) Belanja Bantuan Sosial; 
7) Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan 
8) Transfer Keluar. 

5. LAPORAN ARUS KAS 
a. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, 

penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode 
akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. 

b. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas 
operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. 



A.ktivitas Transitoris 
a. Aktivitastransitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran 

kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, 
danpendanaan. 

b. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan 
pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, 
beban, dan pendanaan pemerintah. 

c. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK 
dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan 
penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran. 

d. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK 
dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan 
pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran. 

e. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang 
dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai 
untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman 
uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum 
negara/ daerah. 

f. Format Laporan Arus Kas adalah sebagai berikut: 

Aktivitas Pendanaa.n 
a. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan 

pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau 
pemberian pinjaman jangka panjang. 

b. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain: 
1) Penerimaan Utang Luar Negeri; 
2) Penerimaan dari Utang Obligasi; 
3) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah; dan 
4) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara. 

c. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain 
1) Pembayaran Pokok Utang Luar Negeri; 
2) Pembayaran Pokok Utang Obligasi; 
3) Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada pemerintah 

daerah; dan 
4) Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada perusahaan 

Negara. 



BUPATI PURBALINGGA, 

Purballngga 31 Desernber 20X1 

NO URAIAH 20X1 20XO KENAIKANI '4 (PEKURUNANI 
KEGIATAN OPERASIONAL 

1 PENOAPATAN ·LO IOOI IOOI IOOI IOOI 
2 PENOAPAT AN ASU OAERAH • LO IOOI )C)()f IOOI XX)( 

3 Penclapalan Papi. Oawah • LO IOOI IOOI IOOt IC)()( 

P~1anRembus1~·LO IOOI """ """ IC)()( 

4 Pendapalan Has• Pengelolaan Kebyaan oaerah yang O.p,sani<an- LO IOOI IOOI """ IC)()( 

5 Lon-laon PAO yang5ah. LO IC)()( lOCX lOCX IC)()( 

6 Jumlah l'end-1an AslJ Daerah ux """ """ ,ax 
7 
& PeHDAPATANTRNISFER·LO 
9 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT • DANA PERIMBAKGAN • LO 
10 Dana Bagt Has,I Papk. LO )C)()f IC)()( IC)()( lOOC 
11 Dana Bagr HaSII Sumber Daya Alam· LO )C)()f lOOC lOO( lOO( 

12 Dana Alokasl Umum • LO IC)()( lOO( lOO( lOO( 

13 Dana Alokasl Khusus. LO lOCX lOOC lOO( """ 14 Jumlah l'endapallln Transfer Dana Perlmbangan ux xxx xxx xxx 
15 
16 TRANSFER PEMERINT AH PUSA T • LAJNNY A· LO 
17 Dana Otonomi Khusus. LO lOO( )C)()f - IC)()( 

18 Dana Penyesua,an • LO lOOC lOO( lOO( lOCl< 
19 Jumlah Pendapatan Transfer Pemertn1'1h Pusat. Lalnnya xxx xxx xxx xxx 
20 
21 TRANSFER PEMERINTAH PROVINS!. LO 
22 Pendapetan Bagi Hast! Papk • LO IOOt lOOC lOO( lOO( 

23 Pendapl1an Bagr Has,I LalMya. LO IOOI lOO( lOOt - 24 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerlntah Prcwlnsl xxx xxx xxx xxx 
25 Jumlah Pendapatan Transfer xxx xxx xxx xxx 
26 
27 LAIN-LAii PENOAPATAN YAHG SAH • LO 
28 Pendapetan H"*' • LO """ IOOI IC)()( IC)()( 

29 Pendapaian Lamya • LO IC)()( IC)()( lOOC xxx 
30 Jumlah LailM...aln Pendapatan yang 5ah '""' xxx xxx xxx 
31 JUMLAH PENOAPATAN xxx xxx xxx xxx 
32 
33 BE BAN 
34 BE BAN OPERAS! 
35 Bellen Pegawal IC)()( IC)()( lOOC IOOI 
36 Betian 8arang clan .lasa """ IOOI """ IOOI 

Beben Bunga xxx """ lOOC IC)()( 

39 BemnSubsd - lOOC lOOC IC)()( 

40 BemnH,bah lOOC lOOC )00( lOO( 

41 BGn BanlUan Sosial IOO( XX)( - lOO( 

37 Beben Pfflyusuian lOO( IOOI IC)()( IOOI 
38 Beoon Pffly,s1han Plutaog XX)( xxx )00( lOCX 
42 Ban Lain-Lain lOCX l()()C )00( - 43 Jumlah Beban Operas! ••• ... xxx xxx 
u 
45 BEBAN TRANSFER 
46 Beoon Transter Bagi Has» Paja~ xxx xxx )00( l()()C 

47 Beben Transfer Bagi Hasd Pendapatan Lamnya '°"' xxx )00( xxx 
48 Beben Transfer Banruan Keuangan ke Pemenntah Daerah Lalnnyw IC)()( xxx IC)()( IC)()( 

49 Ban Transfer Banruan Keuar,gan ke Desa lOOC xxx IC()( IOOI 
50 Ban Transfer Keuangan Lainnya IOOI ,CCX IC()( IC)()( 

51 Jumlah Beban Transfer xxx xxx xxx xxx 
52 JUMLAH BEBAN xxx xxx XlO( ... 
53 SURPLUSl(OEFJSIT} OARI OPERAS! xxx DX XlO( ... 
54 
55 SURPLU~OEASIT) OARI KEGIATAN NON OPERASIOHAL 
56 SURPLUS NON OPERASIONAL 
57 Surr,IUS PenJ1J8lwl Aset Non uncar IC)()( """ xxx XX)( 

58 SUIJ)lus Penyelesalilll K"""'Jllllin Jangl<a Panpng IC)()( XX)t '°"' XX)t 

59 Surpk,s cran Keg,atan Non Operas,onal Laimy.a lOO( '°"' xxx lOO( 

60 JUflllah Surplus Non Operaslonal XICX xxx xxx ... 
61 
62 OEASIT NON OPERASIONAL 
63 Oef&11 ~n A,et Non Lanc:ar IC()( IOOI xxx xxx 
64 Delisa Penye6esaan ~n Jangl<a Parpng xxx )C)()f IC)()( xxx 
65 Delisl dan Keg1atan Non Ope,asaonal La,nny.a )00( '°"' IOOI xxx 
66 Jumlah Odlsll Non Operaslonal xxx lOOI ICC< xxx 
67 JUMLAH SURPLUSl(DEFISIT} DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL ... lOOI XlO( xxx 
68 SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM f'OS LUAR BIASA xxx xxx xxx ... 
69 
70 POS LUAR BIASA 
71 PENOAPATAN LUAR BIASA 
72 Pendapetan Luar Basa IOO( IC)()( lOOC IC)()( 

73 Jumlah PondapaU,n Luar Blaaa ••• ... XIO< xxx 
74 
75 BEBAN LUAR BIASA 
76 Beben Luar Bma IC)()( xxx lOO( IOO( 

77 Jumlah Beban Luar Blasa xxx xxx xxx ... 
78 POS LUAR BIASA ... xxx X)Ut ... 
79 SURPLUSl(DEFISIT) • LO ... xxx xxx ... 

PEMERINTAH KABUPATEN l'URBAUNGGA 
LAPORAN C>Pa!ASIONAL 

UNTUK TAHUN YNIG BERAKHIR SAMPAI OEHGAN 31 0ESEMBER 20X1 DAN 20XO 



7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
a. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan 

membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, 
Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan susunan sebagai 
berikut: 
1) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas 

akuntansi; 
2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi 

makro; 
3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan 

berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian 
target; 

4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan 
atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya: 
a) Entitas akuntansi/pelaporan; 
b) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan 

keuangan; 
c) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan 

laporan keuangan; 
d) Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan 

dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintahan oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan; dan 

e) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk 
memahami laporan keuangan. 

5) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan: 
a) Rincian dan penjelasan masing-rnasing pos Laporan 

Keuangan; 

NO URAIAN 20X1 20XO 

1 EKUITAS AWAL xxx xxx 
2 SURPI..US/DEFISIT - LO xxx xxx 
3 DAMPAK KUMULA TIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR xxx xxx 
4 KOREKSI NILAI PERSED!AAN xxx xxx 
5 SELISIH REVALUASIASETTETAP xxx xxx 
6 LAIN-LAIN xxx xxx 
7 EKUITAS AKHIR xxx xxx 

PEMERINTAH KABUPATe4 PURBALINGGA 
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

UNTUKPERIODEYANGBERAKHIRSAMPAI DENGAN31 OESEMBER20X1 OAN20XO 

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 
a. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos: 

1) Ekuitas awal; 
2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; 
3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, 

yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang 
disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi 
kesalahan mendasar, misalnya: 
a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi 

pada periode-periode sebelumnya; 
b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. 

4) Ekuitas akhir. 
b. Format Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut: 



b) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Daerah yang belum disajikan dalam 
lembar muka Laporan Keuangan. 

6) Informasi tambahan lainnya yang diperlukan seperti gambaran 
umum daerah. 

7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, 
yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. 

b. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap 
pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo 
Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, 
dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang 
dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

c. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar 
terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam 
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Peru bahan Saldo Anggaran 
Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan 
Laporan Peru bahan Ekuitas. 

d. Di dalam bagian penjelasan kebijakan akuntansi pada Catatan atas 
Laporan Keuangan, diuraikan hal-hal sebagai berikut: 
1) Dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam 

penyusunan laporan keuangan; 
2) Kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan 

Standar Akuntansi Pemerintahan yang memerlukan 
pengaturan lebih rinci oleh entitas pelaporan; dan 

3) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk 
memahami laporan keuangan. 

e. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk 
disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan meliputi, tetapi 
tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut: 
1) Pengakuan pendapatan-LRA; 
2) Pengakuan pendapatan-10 
3) Pengakuan belanja; 
4) Pengakuan beban; 
5) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian; 
6) Investasi; 
7) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan 

tidak berwujud; 
8) Kontrak-kontrak konstruksi; 
9) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran; 
10) Kemitraan dengan pihak ketiga; 
11) Biaya penelitian dan pengembangan; 
12) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai 

sendiri; 
13) Dana cadangan; dan 
14) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai. 

f. Format Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut: 



Bab I Pendahuluan 
1.1 Maksud dan Tuiuan Penvusunan Laporan Keuangan SKPD 
1.2 Landasan Hukum Penvusunan Laporan Keuangan SKPD 
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD 

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target 
Kineria APBD SKPD 
2.1 Ekonomi Makro / Ekonomi Remona! 
2.2 Kebiiakan Keuangan 
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kineria Keuangan SKPD 
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kineria Keuangan SKPD 
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target 

yang Telah Ditetapkan 
Bab IV Kebiiakan Akuntansi 

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan 
Daerah SKPD 

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan La po ran 
Keuangan SKPD 

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan La po ran 
Keuangan SKPD 

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan 
yang Ada dalam SAP pada SKPD 

4.5 Kebijakan Akuntansi Tertentu 
BabV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD 

5.1 Laporan RealisasiAnggaran 
5.1.1 Pendapatan - LRA 
5.1.2 Belania 

5.2 Laporan Operasional 
5.2.1 Pendapatan - LO 
5.2.1 Be ban 
5.2.3 Keziatan Non Operasional 
5.2.4 Pos Luar Biasa 

5.3 Laporan Perubahan Ekuitas 
5.1.8 Peru bahan Ekuitas 

5.4 Neraca 
5.1.9 A set 
5.1.10 Kewaiiban 
5.1.11 Ekuitas 

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Nonkeuangan SKPD 
Bab VII Penutup 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

SKPD ..... 

1) Catatan atas Laporan Keuangan SKPD 



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

PPKD 
Bab I Pendahuluan 

1.1 Maksud dan Tujuan Penvusunan Laporan Keuanzan PPKD 
1.2 Landasan Hukum Penvusunan Lanoran Keuangan PPKD 
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Lanoran Keuangan PPKD 

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target 
Kineria APED PPKD 
2.1 Ekonomi Makro I Ekonomi Regional 
2.2 Kebiiakan Keuangan 
2.3 Indikator Pencapaian Target Kineria APBD 

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kineria Keuanzan PPKD 
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target kineria keuanzan PPKD 
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target 

yang Telah Ditetapkan 
Bab IV Kebiiakan Akuntansi 

4.1 Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuanzan Daerah PPKD 
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan 

Keuangan PPKD 
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan 

Keuangan PPKD 
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan 

yang Ada dalam SAP pada PPKD 
4.5 Kebiiakan Akuntansi Tertentu 

BabV Penielasan Pos-Pos Laporan Keuangan PPKD 
5.1 Laooran Realisasi Anzzaran 

5.1.1 Pendaoatan-LRA 
5.1.2 Belania 
5.1.3 Pernbiavaan 

5.2 Laporan Operasional 
5.1.4 Pendaoatan-LO 
5.1.5 Be ban 
5.1.6 Keziatan Non Ooerasional 
5.1.7 Pos Luar Biasa 

5.3 Laporan Perubahan Ekuitas 
5.1.8 Peru bahan Ekuitas 

5.4 Neraca 
5.4.1 Aset 
5.4.2 Kewajiban 
5.4.3 Ekuitas 

5.5 Laporan Arus Kas 
5.5.1 Arus Kas dari Operasi 

2) Catatan atas Laporan Keuangan PPKD 



o ~, 

5.5.2 Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan 
5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan 
5.5.4 Arus Kas dari AKtivitas Transitoris 

Bab VI Penielasan atas Informasi-Informasi Nonkeuangan PPKD 
Bab VII Penutup 



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

Bab I Pendahuluan 
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuanzan 
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target 
Kineria APBD 
2.1 Ekonomi Makro I Ekonomi Regional 
2.2 Kebijakan Keuangan 
2.3 Indikator Pencapaian Target Kineria APBD 

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kineria Keuangan 
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kineria Keuangan 
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target 

yang Telah Ditetapkan 
BabN Kebijakan Akuntansi 

4.1 Entitas Pelaporan - 
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan 

Keuangan 
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan 

Keuangan 
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan 

yang Ada dalam SAP 
4.5 Kebijakan Akuntansi Tertentu 

BabV Penielasan Pos-Pos Laporan Keuanzan 
5.1 Laporan Realisasi Anzzaran 

5.1.1 Pendapatan-LRA 
5.1.2 Belanja 
5.1.3 Pembiayaan 

5.2 Laporan Perubahan SAL 
5.2.1 Peru bahan SAL 

5.3 Laporan Operasional 
5.3.1 Pendapatan-LO 
5.3.2 Be ban 
5.3.2 Keziatan Non Operasional 
5.3.4 Pos Luar Biasa - 

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas 
5.4.1 Peru bahan Ekuitas 

5.5 Neraca 
5.5.1 A set 
5.5.2 Kewaiiban 
5.5.3 Ekuitas 

5.6 Laporan Arus Kas 
5.6.1 Arus Kas dari Operasi 

3) Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 



5.6.2 Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan 
5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan 
5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Nonkeuangan 
Bab VII Penutup - 



6) 
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B. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET 
1. UMUM 

a. Tujuan 
Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan 
akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi pen ting lainnya yang 
harus disajikan dalam laporan keuangan. 

b. Ruang Lingkup 
Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan 
keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan 
basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas. 
Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/ entitas pelaporan 
pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah. 

c. Def°misi 
1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki 

oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan 
dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan 
diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat 
diukur dalam satuan uang, terrnasuk sumber daya nonkeuangan 
yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan 
sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan 
budaya. 

A. UMUM 
1. Kebijakan akuntansi ini menjelaskan hal-hal terkait dengan definisi, 

pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akun-akun 
atau pos-pos yang ada pada lembar muka (on/ace) Laporan Keuangan. 

2. Kebijakan akuntansi yang disusun oleh pemerintah daerah terkait 
dengan implementasi akuntansi berbasis akrual didasarkan pada 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar 
Akuntansi Pemerintahan. Oleh sebab itu, jika terdapat hal-hal yang 
belum diatur di dalam kebijakan akuntansi ini, maka Pemyataan 
Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) akan menjadi rujukan 
perlakuan akuntansi atas transaksi yang terjadi. 

3. Sistematika penyajian dalam kebijakan akuntansi ini dapat diuraikan 
se bagai beriku t: 
A. Kebijakan Akuntansi Aset; 
B. Kebijakan Akuntansi Kewajiban; 
C. Kebijakan Akuntansi Ekuitas; 
D. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA; 
E. Kebijakan Akuntansi Belanja; 
F. Kebijakan Akuntansi Transfer; 
G. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan; 
H. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO; 
I. Kebijakan Akuntansi Beban; dan 
J. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan 

Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak 
Dilanjutkan. 

BAGIAN Ill 
KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN 



Kas dan sctara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai 
nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat 
kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah 
menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. 

2) Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat 
direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 
12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. 

3) Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, 
piutang, dan persediaan. 

4) Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam 
kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang 
dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau 
tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang 
digunakan masyarakat umum. 

5) Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana 
cadangan, dan aset lainnya. 

2. ASET LANCAR 
a. Kas dan Setara Kas 

1) Def"tnisi Kas dan Setara Kas 
a) Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di 

bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai 
kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang 
sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari 
risiko perubahan nilai yang signifikan. 

b) Kas adalah uang tunai dan saldo sirnpanan di bank yang setiap 
saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. 

c) Kas terdiri dari: 
(1) Kas di Kas Daerah; 
(2) Kas di Bendahara Penerimaan; 
(3) Kas di Bendahara Pengeluaran; 
(4) Kas di Bendahara JKN; dan 
(5) Kas di Sadan Layanan Umum Daerah (BLUD). 

d) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid 
yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko 
perubahan nilai yang signifikan. 

e) Setara kas terdiri dari: 
(1) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) 

bulan; dan 
(2) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau 

kurang dari 3 (tiga) bulan. 
f) Klasifikasi kas dan setara kas secara terinci diuraikan dalam 

Bagan Aku n Standar (BAS). 
2) Pengakuan Kas dan Setara Kas 

a) Secara umum pengakuan aset dilakukan: 
(1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh 

oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang 
dapat diukur dengan andal; atau 

(2) pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau 
kepenguasaannya berpindah. 

b) Atas dasar butir b tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan 
setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima 
dan/ atau dikeluarkan/ dibayarkan. 

3) Pengukuran Kas dan Setara Kas 



4) Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas 
Saldo Kas dan Setara Kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan 
Arus Kas. 
Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam 
laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari 
manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, 
investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas. 
Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, 
an tara lain: 
a) rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan; 
b) rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah 

namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke 
pihak yang berkepentingan; dan 

c) kebijakan manajemen setara kas. 
b. Investasi Jangka Pendek 

1) Definisilnvestasi Jangka Pendek 
a) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh 

manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau 
manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan 
pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

b) Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera 
diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen 
kas yang artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi 
tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, 
serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. 

c) Klasifikasi investasi jangka pendek secara terinci diuraikan dalam 
Bagan Akun Standar (BAS). 

2) Pengakuan Investasi Jangka Pendek 
a) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui 

apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 
(1) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa pontensial di 

masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek 
tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah. Pemerintah 
daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat 
ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa 
depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat 
pengakuan yang pertama kali. 

(2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat 
diukur secara memadai (reliable) karena adanya transaksi 
pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan 
bukti yang menyatakan/mengidentifikasikan biaya 
perolehannya/nilai dana yang ditempatkan. 

b) Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang 
investasi jangka pendek apabila terjadipenjualan, pelepasan hak, 
atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun 
karena peraturan pemerintah daerah. 

c) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, 
antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden 
tunai (cash dividend) diakui pada saat diperoleh sebagai 
pendapatan. 



c. Piutang 
1) Definisi Piutang 

a) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada 
pemerintah daerah dan/ atau hak pemerintah daerah yang dapat 
dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/ atau akibat lainnya 
berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya 
yang sah. 

b) Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang 
kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan 
datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. 

3J Pengukuran Investasi Jangka Pendek 
a) Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang 

dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat 
dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar, dan untuk 
investasi yang yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat 
dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar 
lainnya. 

b) Pengukuran investasi jangka pendekdapat diuraikan sebagai 
berikut: 
( 1) lnvestasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga: 

(a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi 
jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga 
transaksi investasi ditambah kornisi perantara jual beli, 
jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka 
perolehan tersebut. 

(b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka 
investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan 
nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu 
sebesar harga pasarnya, dan jika tidak terdapat nilai 
wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan 
nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh 
investasi tersebut. 

(2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan 
dicatat sebesar nilai nominalnya 

4J Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek 
a) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset 

Lan car; 
b) Pengungkapan investasi jangka pendek dalam Catatan atas 

Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal 
sebagai berikut: 
(1) Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek 

yang dimiliki pemerintah daerah; 
(2) Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dirniliki oleh 

pemerintah daerah; 
(3) Perubahan nilai pasar investasijangka pendek (jika ada); 
(4) Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan 

penyebab penurunan tersebut; dan 
(5) Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi 

investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset 
tetap, aset lain-lain dan sebaliknya [jika ada). 



c) Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih 
dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik 
piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu 
tergantung kondisi dari debiturnya. 

d) Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun 
Standar (BAS). 

2) Pengakuan Piutang 
a) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang 

undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan 
ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat 
ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat: 
(1) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum 

dilunasi; 
(2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan 

serta belum dilunasi. 
b) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa 

yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan 
pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat 
sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria: 
(1) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan 

hak dan kewajiban secara jelas; dan 
(2) jumlah piutang dapat diukur. 

c) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam 
diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai 
dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang 
berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. 

d) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah 
yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah 
menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan 
merupakan hak daerah. 
Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim 
pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan 
telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum 
di transfer. 

e) Piutang transfer lainnya diakui apabila: 
(1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila 

sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum 
menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum 
ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah 
penerima; 

(2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya 
tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak 
tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum 
dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat. 

f) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil 
realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. 

g) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi 
pendapatan yang bersangku tan yang menjadi hak/ bagian daerah 
penerima yang belum dibayar. 

h) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun 
anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum 
dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan 
dengan hak transfer periode berikutnya. 



Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa 
yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode 
pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka 
yang telah diterima. 

i) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP /TGR, 
harus didukung dengan bukti Surat Keputusan 
Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang 
menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP /TGR dilakukan 
dengan cara damai (di luar pengadilan). Surat Keputusan 
Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan 
merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian 
tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia 
mengganti kerugian terse but. Apabila penyelesaian TP /TGR 
tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan 
piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan 
telah diterbitkan surat penagihan. 

3) Penguku.ran Piutang 
a) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan 

perundang undangan, adalah sebagai beriku t: 
(1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan 

tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan 
berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; 
a tau 

(2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan 
tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan 
terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang 
mengajukan banding; atau 

(3) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan 
tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses 
banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis 
tuntutan ganti rugi. 

b) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai 
berikut: 
(1) Pemberian pinjaman 

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang 
dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa 
barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal 
pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah 
perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, 
commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka 
pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, 
denda, commitment fee dan / atau biaya lainnya pada periode 
berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode 
pelaporan. 

(2) Penjualan 
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah 
perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir 
periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan 
adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus 
dicatat sebesar nilai bersihnya. 

(3) Kemitraan 
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan 
yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan. 

(4) Pemberian fasilitas/jasa 



Piutana etn usr a era 
% Penyisihan 

No. Umur Piutang Kualitas Piutang Tidak 
Tertagih 

1. >l-2 Tahun Lan car 25o/o 
2. >2-3 Tahun Kurang Lancar 50% 

3. >3 Macet 100°/o 

h R lb . D (2) 

P1utang Paja Daer a 
% Penyisihan 

No. Umur Piutang Kualitas Piutang Tidak 
Tertagih 

1. >1-2 Tahun Lan car 25o/o 

2. >2-3 Tahun Kurang Lancar 35% 

3. >3-4 Tahun Diragukan 50% 

4. > 4-5 Tahun Tidak Lancar 75% 

5. > 5 Tahun Macet 100°/o 

c) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut: 
(1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima 

sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang 
ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku; 

(2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, 
dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah 
Pusat ke Kabupaten Purbalingga; dan 

(3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah 
diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat. 

d) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang 
dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut: 
(1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo 

dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua 
belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan 
penyelesaian yang telah ditetapkan; dan 

(2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan 
dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. 

e) Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap 
Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal 
tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan 
kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang 
memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis 
piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan. 

D Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal 
dengan d ua cara yaitu: penghapustagihan ( write-off} dan 
penghapusbukuan ( write down). 

g) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan 
(net realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang 
dengan penyisihan piutang. 

h) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebesar nilai 
piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar 
umur piutang sebagai berikut: 
(1) k h 



i) Dalam hal: 
(1) Piutang Pajak/Retribusi atas suatu obyek pajak/retribusi 

telah diakui dan dicatat dalam laporan keuangan; 
(2) Telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat 

Ketetapan Retribusi Daerah/Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang PBB-P2/Dokumen lain yang dipersamakan; 

Namun kemudian diketahui secara pasti dan meyakinkan bahwa 
obyek pajak/retribusi tersebut tidak ada, yang dinyatakan dengan 
surat ketetapan dari pejabat yang berwenang, maka terhadap 
Piutang Pajak/Retribusi tersebut dilakukan Penyisihan Piutang 
Tidak Tertagih sebesar 100% dari nilai buku tanpa 
memperhatikan umur piutang. 

j) Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir 
periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka 
dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan 
kualitas piutangnya. 

k) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, 
maka tidak perlu dilakukan jumal penyesuaian cukup 
diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang 
menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai 
penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka 
yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. 
Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat 
restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai 
penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka 
yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. 

4) Pemberhentian Pengakuan 
a) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan 

sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang 
dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan 
cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu 
sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. 

b) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal 
dengan dua cara yaitu penghapustagihan (write-ojJJ dan 
penghapusbukuan (write down). 

c) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, 
merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar 
nilai piu tang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang 
dapat direalisasikan ( net realizable value). 

% Penyisihan 
No. Umur Piutang Kualitas Piutang Tidak 

Tertagih 

1. >1-2 Tahun Lan car 25% 
2. >2-3 Tahun Ku rang 35% 

Lan car 
3. >3-4 Tahun Diragukan 50°/o 
4. > 4-5 Tahun Tidak Lancar 75% 
5. > 5 Tahun Macet 100% 

(3) Piutang Selain Pajak dan Retribusi Daerah/ Piutang Lain­ 
Lain 



secara otomatis menghapus 
hanya dimaksudkan untuk 

inirakomptabel menjadi 

d) Penghapusbukuan piutang tidak 
kegiatan penagihan piu tang dan 
pengalihan pencatatan dari 
ekstrakomptabel. 

e) Penghapusbukuan piutang merupakan konselruensi 
penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat 
berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang 
untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita 
Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi 
penghapusbukuan. 

f) Kriteria penghapusbulruan piutang, adalah sebagai berikut: 
(1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar 

daripada kerugian penghapusbulruan, diantaranya: 
(a) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan 

keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan. 
(b) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang 

penurunan ekuitas. 
(c) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk 

mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi 
tagihannya. 

(2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari 
penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, sebelum 
difinalisasi dan diajukan kepada pengambil kepu tusan 
penghapusbukuan (apabila perlu). 

(3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas 
tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata 
dan atau hapus buku (write ofjJ. Pengambil keputusan 
penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak 
berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk 
dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas 
melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut. 

g) Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai 
kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan 
hapus tagih yang defensif bagi pemerintah daerah secara hukum 
dan ekonomik. 

h) Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila 
upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang 
berpiu tang sendiri gagal maka penagihannya haru s dilimpahkan 
kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), 
dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya 
di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya 
dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui 
KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat 
keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. 

i) Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 Milyar 
oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 Milyar oleh 
Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD). 

j) Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya 
adalah sebagai berikut: 



(1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang 
berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang 
dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM 
yang tidak mampu membayar. 

(2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, 
membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh 
dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan. 

(3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, 
menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi 
pihak tertagih. 

(4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, 
misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga 
dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan 
penurunan tarif bunga kredit. 

(5) Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain 
gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet 
dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak 
piutang), jaminan dilelang. 

(6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum 
kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan 
dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum 
pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan write 
off di negara lain. 

(7) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin 
dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, 
kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (writedown maupun 
write ofj} masuk esk:trakomptabel dengan beberapa sebab 
misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur 
menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan 
misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan haircut 
rnungkin kan dicatat kembali menjadi rekening aktif 
intrakomptabel. 

5) Pengungkapan Piutang 
a) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi 

mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam 
Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat 
berupa: 
( 1) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, 

pengakuan dan pengukuran piutang; 
(2) rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui 

tingkat kolektibilitasnya; 
(3) penjelasan atas penyelesaian piutang; 
(4) jaminan atausitajaminan jika ada. 

b) Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam 
proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan 
juga harus diungkapkan. 

c) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup 
dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. 
Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama 
debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan 
penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan 
dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu. 



Dari perhitungan di atas, maka penyajian Saldo Piutang dan Penyisihan 
Piutang Tidak Tertagih pada Neraca Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan, dan Aset Daerah adalah sebagai berikut (dengan asumsi tidak 
ada piutang lainnya): 

Persentase Jumlah Penyisihan 
Kualitas Jumlah Penyisihan Piutang 

Piutang 

La near 300.000,00 25,00% 75.000,00 
Kurang Lancar 100.000,00 35,00% 35.000,00 
Diragukan 250.000,00 50,000/c> 125 000,00 
lidak Lancar 300.000,00 75,00% 225.000,00 
Mac et 200.000,00 100,00% 200.000,00 

Jumlah 1.150.000,00 660.000,00 

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH 

Saldo Piutang Pajak Restoran sebesar Rpl.150.000,00 maka Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah akan melakukan 
penghitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebagai berikut: 

Nama WP 
Umur Piutang 

Total Piutang 
> 1-2 Tahun > 2-3 Tahun > 3-4 Tahun > 4-5 Tahun > 5 Tahun 

RMA 300.000 100.000 400.000 
RMB 250.000 250.000 
RMC 300 000 300.000 
RM D 200.000 200.000 
Jumlah 300.000 100.000 250.000 300.000 200.000 1.150.000 

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
DAFTAR PIUTANG PAJAK RESTORAN 

PER 31 DESEMBER 2015 

Berdasarkan inventarisasi saldo Piutang Pajak Restoran pada tanggal 
31 Desember 2015 didapat data piutang sebagai berikut: 

Contoh perhitungan nilai piutang dan penyisihan piutang yang 
tercantum pada neraca, sebaga.i berikut: 

d) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, 
ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya 
maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada 
periode yang bersangku tan dengan lawan perkiraan penerimaan 
pendapatan Pajak/Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau 
melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis 
piutang. 



1) Deflnisi Persediaan 
a) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau 

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan 
operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang 
dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka 
pelayanan kepada masyarakat. 

b) Persediaan merupakan aset yang berupa: 
( 1) Barang atau perlengkapan ( supplies) yang digunakan dalam 

rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah; 
(2) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam 

proses produksi; 
(3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk 

dij ual atau diserahkan kepada masyarakat; 
(4) Barangyang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada 

masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. 
c) Klasifikasi persediaan secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun 

Standar (BAS). 
2) Pengakuan Persediaan 

a) Persediaan diakui: 
(1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh 

pem.erintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang 
dapat diukur dengan andal, 

(2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau 
kepenguasaannya berpindah. 

d. Behan Dihayar Dimuka 
1) Definisi Behan Dihayar Dim.uka 

Behan Dihayar Dim.uka adalah suatu transaksi pengeluaran kas 
untuk membayar suatu beban yang belum menjadi menjadi 
kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. 

2) Pengakuan Behan Dihayar Dimuka 
Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun 
belum menimbulkan kewajiban. 

3) Pengukuran Behan Dihayar Dimuka 
Pengukuran Beban Dibayar Dimuka dilakukan berdasarkan jumlah 
kas yang dikeluaran/ dibayarkan. 

4) Pengungkapan Behan Dihayar Dim.uka 
Beban Dibayar Dimuka diungkapkan sebagai akun yang 
terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera 
menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi. 

e. Persediaan 

(dalam Rupiah) 
NO URAIAN 2015 2014 

1 Aset 
2 Aset Lancar 
3 Piutang Pajak 1.150.000,00 xxx 
4 Piutang ..... xxx xxx 
5 Penyisihan Piutang 660.000,00 xxx 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

NERACA 
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 



Nama Obat Jumlah 
ObatA 25 
Obat B 50 
ObatC 30 

Pada tanggal 31 Desember 2015, berdasarkan hasil inventarisasi fisik 
diketahui bahwa saldo pesediaan obat RSKBD Panti Nugroho adalah 
sebagai berikut sebagai berikut: 

Tanggal NamaObat Jumlah Harga/Unit Jumlah (Rp) 
25-Des-15 ObatA 100 1.000,00 100.000,00 

Obat B 100 1.200,00 120.000,00 
ObatC 100 1.500,00 150.000,00 

28-Des-15 ObatA 100 1.100,00 110.000,00 
Obat B 100 1.300,00 130.000,00 
ObatC 100 1.400,00 140.000,00 

Data pernbelian obat RSKBD Panti Nugroho pada dua kali pernbelian 
terakhirsebelum 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: 

Contoh penghitungan persediaan akhir pada 31 Desember sebagai 
berikut: 

b) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan 
berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname). 

3) Pengukuran Persediaan 
a) Persediaan dicatat dengan menggunakan metode periodik, 

sehingga pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan 
keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock 
opname) dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga 
pokok produksi terakhir/nilai wajar. 

b) Persediaan disajikan sebesar: 
(1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya 

perolehan persediaan melipu ti harga pembelian, biaya 
pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang 
secara langsung dapat dibebankan pada perolehan 
persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa 
mengurangi biaya perolehan. 

(2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan mernproduksi 
sendiri. Harga pokok produksi persediaan rneliputi biaya 
langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi 
dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sisternatis. 

(3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti 
donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset 
atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang rnernahami 
dan berkeinginan rnelakukan transaksi wajar ( arm. length 
transaction). 

(4) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan 
dinilaidengan menggunakan nilai wajar. 

(5) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan 
dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan. 



4) Penyajian dan Pengungkapan Persediaan 
a) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. 
b) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan: 
( 1) persediaan seperti barang a tau perlengkapan yang digunakan 

dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang 
digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan 
untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang 
yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk 
dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan 

(2) jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau 
usang. 

f. Aset untuk Di.konsolidasikan 
1) Def'misi Aset untuk Di.konsolidasikan 

Aset untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena 
adanya hubungan timbal batik antara entitas akuntansi SKPD dan 
entitas akuntansi PPKD. Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan 
konsolidasi antara SKPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan 
hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPD. Akun ini digunakan 
oleh entitas akuntansi PPKD sepanjang mempunyai transaksi 
dengan seluruh entitas akuntansi SKPD. 

2) Pengakuan Aset untuk Dikonsolidasikan 
Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi 
yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD. 

3) Pengukuran Aset untuk Dikonsolidasikan 
Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi 
yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasik:an ini akan mempunyai nilai 
yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada 
saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan 
saling mengeliminasi. 

Nama Obat 
Jumlah HargaJUnit 
(Butir) (Rp) 

Jumlah 

ObatA 25 1.100,00 27.500,00 
ObatB 50 1.300,00 65.000,00 
ObatC 30 1.400,00 42.000,00 

Total 134.500,00 

Maka nilai persediaan obat yang tercantum di Neraca RSKBD Panti 
Nugroho Tahun 2015 adalah sebesar Rpl34.500,00 dengan perhitungan 
sebagai berikut: 

Nama Obat 
HargaJUnit 

(Rp) 
ObatA 1.100,00 
Obat B 1.300,00 
Obat C 1.400,00 

Harga perolehan per unit obat yang digunakan dalam perhitungan 
persediaan yang tercantum di neraca TA 2015 adalah harga perolehan 
pada saat pembelian terakhir yaitu harga tanggal 28 Desember 2015: 



a. Investasi Jangka Panjang 
1) Def"tnisi Investasi Jangka Panjang 

a) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan 
untuk dirniliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. 

b) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang 
dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. 

(1) Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan 
untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk 
memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk 
mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam 
jangka panjang dan/ atau menjaga hubungan kelembagaan. 

c) Investasi permanen dapat berupa: 
(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan 

negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya 
yang bukan milik negara/daerah; 

(2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah 
un tuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat. 

d) Investasi Nonpermanen adalab investasi jangka panjang yang 
tidak termasuk dalam investasi permanen, yaitu investasi yang 
dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara berkelanjutan yang 
berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 
(dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus 
menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik 
kembali. 

e) Investasi Nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah, 
antara lain dapat berupa: 
(1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang 

dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh 
temponya oleh pemerintah; 

(2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat 
dialihkan kepada pihak ketiga; 

(3) Dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka 
pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara 
bergulir kepada kelompok masyarakat; 

(4) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak 
dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara 
berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan 
untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian. 

f) Klasifikasi investasi jangka panjang secara terinci diuraikan 
dalam Bagan Akun Standar (BAS). 

2) Pengakuan Investasi Jangka Panjang 
a) Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk 

investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui 
sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi kriteria 
sebagai berikut: 

4) Pengungkapan Aset untuk Dikonsolidasikan 
Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam 
klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas 
akuntansi PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini akan 
tereliminasi. 

3. ASET NON LANCAR 
Aset Nonlancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana 
cadangan, dan aset lainnya. 



(1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa 
potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi 
tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah; 

(2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara 
memadai / and al (reliable). 

b) Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa: 
(1) Deviden Tunai; dan/atau 
(2) Deviden Saham; 

c) Pengakuan hasil investasi berupa Deviden Tunai adalah sebagai 
berikut: 
( 1) Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari 

penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya 
menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan 
hasil investasi (Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda 
pada kelompok Lain-lain PAD yang Sah). 

(2) Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian 
laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah 
daerah dicacat sebagai pendapatan hasil investasi dan 
mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. 

d) Pengakuan hasil investasi untuk Dividen dalam bentuk saham 
yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas 
akan menambah nilai investasi pemerintah daerah. 

e) Selain pengakuan hasil investasi berupa Dividen Tunai dan 
Dividen Saham, pemerintah daerah juga melakukan pengakuan 
terhadap laba/rugi dari perusahaan (investee) sebagai berikut: 
( 1) Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal 

pemerintah berupa bagian laba dari investee yang 
pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan 
pencatatan. 

(2) Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut 
dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

3) Penguku.ran Investasi Jangka Panjang 
a) Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen misalnya 

penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya 
perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri 
ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan 
investasi tersebut. 

b) Investasi Jangka Panjang yang bersifat nonpermanen diukur 
se bagai beriku t: 
(1) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan 

investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki 
berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. 

(2) Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan 
perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat 
direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan 
perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka 
penyehatan perbankan. 

(3) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek 
pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya 
pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan un tuk 
perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka 



Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 
50%, atau kepemilikan kurang dari 200/o tetapi memiliki 
pengaruh yang signiflkan atau jika Kepemilikan lebih dari 
soss. 
Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah daerah 
mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah 
atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah 
setelah tanggal pcrolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam 
bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan 
mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap 
nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah 

i) 

penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke 
pihak ketiga. 

(4) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran 
aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh 
Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai 
wajar investasi terse but jika harga perolehannya tidak ada. 

(5) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar 
dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam 
rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank 
sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi. 

(6) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir 
merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan 
digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau 
Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan 
ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen 
dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang 
dapat direalisasikan ( net realizable value). 

c) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi 
selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo schingga 
basil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut. 

d) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau 
didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan 
penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi 
(carrying value) tersebut. 

e) Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga 
metode yaitu: 
( 1) Metode Biaya; 
(2) Metode Ekuitas; 
(3) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan. 

D Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat 
nilai investasi berdasarkan harga perolehan. 

g) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat 
nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi 
tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian 
investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha 
penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal 
investasi. 

h) Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. 
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar 
biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui 
sebesar bagian basil yang diterima dan tidak mempengaruhi 
besarnya investasi pada badan usaha/badan hukurn yang 
terkait. 



kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan 
yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset 
tetap. 

j) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika 
Kepemilikan bersifat nonperm.anen. 
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan 
terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam 
jangka waktu dekat. 

4) Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang 
a) Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya 

dijelaskan dalam CaLK. Perlu diungkapkan metode penilaian dan 
jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. 

5) Dana Bergulir 
a) Pengeluaran dana Bergulir diakui sebagai Pengeluaran 

Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran 
maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut 
dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka 
perolehan Dana Bergulir. 

b) Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka 
Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat 
perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga 
perolehan dana bergulir. 

c) Secara periodik, SKPD harus melakukan penyesuaian terhadap 
Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di 
neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan 
( net realizable value). 

d) Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat 
direalisasikan ( net realizable value), yaitu dengan mengurangkan 
perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir 
yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan 
perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. 

e) Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana 
bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang 
d iragu kan tertagih. 

b. Aset Tetap 
1) Def"lnisi Aset Tetap 

a) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa 
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam 
kegiatan pemerin tah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat 
um um. 

b) Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang 
dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk 
memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi 
sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap 
untuk dipergunakan. 

c) Nilai Tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, 
yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi 
akumulasi penyusutan. 

d) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset 
tctap yang dapat disusu tkan (depreciable assets) selama masa 
manfaat aset yang bersangkutan. 



e) Masa manfaat adalah: 
(1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas 

pemerintah daerah dan/atau pelayanan publik; atau 
(2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh 

dari aset untuk aktivitas pemerintah daerah dan/atau 
pelayanan pu blik. 

D Nilai Sisa (Residu) adalah jumlah neto yang diharapkan dapat 
diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi 
taksiran biaya pelepasan. 

g) Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset yang sedang 
dalam proses pembangunan. 

h) Klasif'ikasikan Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat 
atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitasyang terbagi dalam 
klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; 
Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi 
Dalam Pengerjaan. 

i) Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk 
dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan 
dalam kondisi siap dipakai. 

j) Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan 
bermotor, alat elektonik, dan seluruh inventaris kantor, dan 
peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya 
lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. 

k) Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan 
yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan 
operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 

1) Jalan, lrigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan 
yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau 
dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 
Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut: 
(1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan; 
(2) Sifatnya khusus dan tidak ada altematif lain penggunaannya; 
(3) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan 
(4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya. 

m) Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat 
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang 
diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional 
pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 

n) Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap 
Renovasi. 

o) Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang 
dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan 
keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam 
Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan 
bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, 
yang proses perolehannya dan/ atau pembangunannya 
membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. 

p) Klasifikasi aset tetap secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun 
Standar (BAS). 

2) Pengakuan Aset Tetap 
a) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat 

diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. 



b) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria 
sebagai berikut: 
(1) Berwujud; 
(2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 
(3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 
(4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal 

entitas; dan 
(5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. 
(6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran 

untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal 
kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. 

c) Pengakuan atas Aset Tetap berdasarkan jenis transaksinya terdiri 
dari: 
(1) Perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai 

dengan aset tersebut dalam kondisi siap digunakan; 
(2) Pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai aset 

tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, 
peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas, mutu produksi 
dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian; 

(3) Pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai aset 
tetap dikarenakan berkurangnya volume/nilai aset tetap 
tersebut karena penyusutan; dan 

(4) Penghentian atau pelepasan adalah suatu transaksi 
penghentian dari penggunaan aktif atau penghentian 
permanen suatu aset tetap. 

d) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan 
oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan 
bukan dimaksudkan untuk dijual. 

e) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima 
atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat 
penguasaannya berpindah. 

f) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat 
bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/ a tau 
penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti 
kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap 
belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih 
adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti 
pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli 
(akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka 
aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa 
penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya 
telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah 
atas nama pemilik sebelumnya. 

3) Pengukuran Aset Tetap 
a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset 

tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak 
memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar 
pada saat perolehan. 

b) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang 
dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk 
memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi 
sampai dengan aset iersebut dalam kondisi dan tempat yang slap 
untuk dipergunakan. 



c) Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian 
kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk 
melakukan transaksi wajar. 

d) Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber 
dari donasi/hibah yang tidak diketahui nilai perolehannya. 

e) Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau 
tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses 
penilaian kembali (revaluasi). 

~ Suatu aset dapat juga diperoleh dari bonus pembelian, contohnya 
beli tiga gratis satu. Atas hasil dari bonus tersebut biaya 
perolehan aset adalah nilai wajar aset tersebut pada tanggal 
perolehannya. 

g) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau 
konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat 
diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke 
kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk 
penggunaan yang dimaksudkan. 

h) Komponen Biaya Perolehan Aset Tetap dapat diuraikan sebagai 
berikut: 
1. Harga pernbelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, 

setelah dikurangi diskon dan rabat; dan 
ii. Seluruh biaya yang secara langsung dapat 

dihubungkan/diatribusikan dengan aset dan membawa aset 
tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja 
untuk penggunaan yang dimaksudkan. 

iii. Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa 
yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya. 
Hal tersebut meliputi biaya konsultan perencana, konsultan 
pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (software), dan 
harus ditambahkan pada nilai perolehan. Meskipun demikian, 
harus diperhatikan nilai kewajarannya dan kepatutan dari 
biaya-biaya lain di luar harga beli aset tetap tersebut. 

i) Contoh biaya yang secara langsung dapat 
dihubungkan/ diatribusikan dengan aset: 
i. Biaya persiapan tempat; 
ii. Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan 

bongkar muat (handling cost); 
iii. Biaya pemasangan (installation cost); 
iv. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; 
v. Biaya konstruksi; dan 
vi. Biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah 

berfungsi dengan benar (testing cost). Contoh: biaya pengujian 
aset pada proses pembuatan/karoseri mobil. 

j) Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit dimana 
jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, biaya 
perolehan yang diakui adalah setara dengan harga kas yang 
tertera (harga perolehan kas). Perbedaan/selisih antara harga kas 
dengan total pembayaran yang dikeluarkan diakui sebagai beban 
bunga selama jangka waktu kredit kecuali selisih tersebut 
dikapitalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang 
berlaku. 

k) Biaya administrasi dan biaya overhead lainnya bukan merupakan 
komponen dari biaya perotenan suaiu aset kecuali biaya tersebut 
dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset 
atau membawa aset ke kondisi kerjanya (siap pakai). Demikian 

(j 4 / 



pula biaya permulaan (start-up cost) dan biaya lain sejenisnya 
bukan merupakan komponen dari biaya suatu aset kecuali biaya 
tersebut diperlukan untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. 

1) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola 
meliputi: 
i. Biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku; 
ii. Biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan 

pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan 
iii. Semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan 

pembangunan aset tetap tersebut 
m) Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan 

mengenai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai satuan 
minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut: 
i. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin adalah 

sama dengan atau lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu 
rupiah); 

ii. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan 
atau lebih dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan 

iii. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan 
terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, 
dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan 
barang bercorak kesenian. 

4) Perolehan Secara Gabungan 
Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara 
gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan 
tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset 
yang bersangkutan. 

5) Aset Tetap Digunakan Bersama 
a) Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, 

pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh 
Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan 
pemeliharaan) terhadap aset tetap terse but yang ditetapkan 
dengan Surat Keputusan penggunaan oleh 
Gubernur/Bupati/Walikota selaku Pemegang Kekuasaan 
Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

b) Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan 
pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak 
bergantian. 

6) Aset Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 
a) Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan 

pihak ketigaberupa fasilitas sosial dan fasilitas umum 
(fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya 
Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat 
penguasaannya berpindah. 

b) Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos/fasum dinilai 
berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah 
Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam 
BAST, maka fasos/fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada 
saat aset tetap fasos/fasum diperoleh. 

7) Pertukaran Aset (Exchange of Assets) 
a) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau 

pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset 
lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai 

a ,( I 



wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat 
aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jurnlah setiap kas 
atau setara kas yang ditransfer / diserahkan. 

b) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu 
aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan 
memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat 
dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. 
Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian 
yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh 
dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang 
dilepas. 

c) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan 
bukti adanya suatu pengurangan ( impairment) nilai atas aset 
yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus 
diturun-nilai-bukukan (written down) dan nilai setelah diturun­ 
nilai-bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang 
diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk 
pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal 
terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, 
misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang 
dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama. 

8) Aset Donasi 
a) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat 

sebesar nilai wajar pada saat perolehan. 
b) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa 

persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya 
perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang 
dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. 
Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan 
sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan 
kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah. 

c) Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap 
tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada 
pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta 
membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan 
persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah 
dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus 
diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran. 

d) Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset 
donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan 
operasional. 

9) Pengeluaran Setelah Perolehan ( Subsequent Expenditures) 
a) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (subsequent 

expenditures) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan 
awal suatu aset tetap ( subsequent expenditures) yang dapat 
berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan 
besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam 
bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar 
kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi 
aset tetap atau lebih, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada 
nilai tercatat pada aset yang bersangkutan. 

b) Pengeluaran yang dikapitalisasi dapat berupa pengembangan dan 
penggantian utama. Pengembangan adalah peningkatan aset 
tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut. Biaya d ,(} 



1. Dinas Pendidikan Kabu paten Purbalingga melakukan 
kegiatan/proyek pemeliharaan atas gedung kantor (ruang kerja) 
dengan melakukan penggantian kunci pintu/jendela dan 
pengecatan ruang kerja dengan total biaya sebesar 
Rp12.500.000,00. Adapun harga perolehan gedung kantor 
dimaksud sebesar Rp300.000.000,00. Kegiatan/proyek 
pemeliharaan tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan 
ru tin berkala atau belanja modal yang dapat clikapitalisasi 
menjadi aset tetap. 

Contoh penerapan bahwa suatu pengeluaran, apakah termasuk 
belanja modal atau belanja barang dan jasa yaitu sebagai berikut: 

pengembangan ini akan menambah harga perolehan aset tetap 
yang bersangkutan. Sedangkan penggantian utama adalah 
memperbaharui bagian aset tetap, dimana biaya penggantian 
utama ini akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai 
bagian yang diganti dari harga aset tetap yang sernula dan 
menambahkan biaya penggantian. 

c) Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran 
pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria 
sebagai berikut: 
( 1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara: 

(a) bertambah masa manfaat, dan/ atau 
(b) bertambah kapasitas, dan/ atau 
(c) bertambah kualitas, dan/atau 
(d) bertambah volume. 
Terkait dengan kriteria di atas, perlu diketahui tentang 
pengertian beriku t: 
(a) Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur 

ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah 
ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan 
mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke-7 
pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung 
tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Dengan 
adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah 
dari 10 tahun menjadi 15 tahun. 

(b) Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapsitas 
atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya, 
sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW 
dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat 
menjadi 300 KW; 

(c) Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas 
dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang 
masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah 
menjadi jalan as pal; dan 

(d) Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah 
atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya 
penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m2 
menjadi 500 m2. 

(2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap 
tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset 
tetap yang ditetapkan ( capitalization thresholds). 



3. Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga melakukan 
kegiatan/proyek pemeliharaan/rehabilitasi atas gedung kantor 
dengan melakukan penggantian atas seluruh lantai ruang kerja 
yang semula lantai ubin menjadi lantai keramik dengan total 
biaya sebesar Rp20.000.000,00. Adapun harga perolehan gedung 
kantor dimaksud sebesar Rp300.000.000,00. Kegiatan./proyek 
pemeliharaan/rehabilitasi tersebut apakah masuk kategori 
pemeliharaan rutin berkala atau belanja modal yang dapat 
dikapitalisasi menjadi asset tetap. 

1 api sasi menj a 1 ase e ap. 
No Kriteria Memenuhi Kriteria 

1 Bertambah masa manfaat, Ya 
bertambah kapasitas, 
bertambah kualitas, bertambah 
volume. 

2 Nilai rupiah pengeluaran atas Tidak 
pemeliharaan barang/ aset tetap (Karena nilai 
tersebut material/melebihi pemeliharaan di bawah 
batasan minimal kapitalisasi batasan minimal 
aset tetap yang telah digunakan kapitalisasi aset tetap 

gedung dan bangunan 
Rpl0.000.000,00) 

Kesim2ulan: Pemeliharaan Gedung Kantor terse but tidak 
memenuhi kriteria kapitalisasi [tidak memenuhi satuan minimal 
kapitalisasi) sehingga tidak menambah nilai aset tetap. Belanja 
pemeliharaan yang tidak menambah nilai aset tetap harus 
dianzzarkan dalam jenis belania barang dan jasa. 

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga melakukan 
kegiatan/proyek pemeliharaan/rehabilitasi atas gedung kantor 
dengan melakukan penggantian atas sebagian lantai ruang kerja 
yang semula lantai ubin menjadi lantai granit dengan total biaya 
sebesar Rp8.500.000,00. Adapun harga perolehan gedung 
kantor dimaksud sebesar Rp300.000.000,00. Kegiatan/proyek 
pemeliharaan/rehabilitasi tersebut apakah masuk kategori 
pemeliharaan rutin berkala atau belanja modal yang dapat 
d ik 'tali . di t t t 

No Kriteria Memenuhi Kriteria 
1 Bertambah masa manfaat, Tidak 

bertambah kapasitas, 
bertambah kualitas, bertambah 
volume. 

2 Nilai rupiah pengeluaran atas Ya 
pemeliharaan barang/ aset (Karena nilai pemeliharaan 
tetap tersebut diatas/melampaui batasan 
material/ mele bihi batasan minimal kapitalisasi aset 
minimal kapitalisasi aset tetap tetap gedung dan bangunan 
yang telah digunakan Rpl0.000.000,00} 

Kesim2ulan: Pemeliharaan Gedung Kantor terse but tidak 
memenuhi kriteria kapi talisasi (tidak menambah manfaat 
ekonomi barang yang dipelihara) sehingga tidak menambah nilai 
aset tetap. Belanja pemeliharaan yang tidak menambah nilai aset 
tetap harus dianzzarkan dalam jenis belanja baranz dan jasa. 



b) Penyusutan dilakukan dengan pendekatan tahunan, yaitu 
penyusutan dihitung selama 1 (satu) tahun penuh tanpa 
memperhatikan waktu perolehan aset tetap. Sehingga meskipun 
aset tetap baru diperoleh selama 1 (satu) hari, penyusutan tetap 
dilakukan setahun penuh. 

c) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai 
beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset 
Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. 

d) Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada 
tabel di bawah ini: 

Keterangan:. 
Nilai yang dapat disusutkari adalah seluruh nilai perolehan aset 
dengan tidak memiliki nilai sisa (residu). 

N ilai yang dapat disusutkan 
Penyusutan Per Periode = M f asa man aat 

10) Penyusutan 
a) Metode penyusu tan yang dipergunakan adalah metode garis 

lurus (straight line methods, 
Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk rnasing­ 
masing periode dengan jurnlah yang sama. Rumusan perhitungan 
penyusutan adalah: 

No Kriteria Memenuhi Kriteria 
1 Bertambah masa manfaat, Ya 

bertambah kapasitas, 
bertambah kualitas, bertambah 
volume. 

2 Nilai rupiah pengeluaran atas Ya 
pemeliharaan barang/ aset tetap (Karena nilai 
terse but material/ mele bihi pemeliharaan di 
batasan minimal kapitalisasi atas/melampaui batasan 
aset tetap yang telah digunakan minimal kapitalisasi aset 

tetap gedung dan 
bangunan 

Rpl0.000.000,00) 
Kesimpulan: Pemeliharaan Gedung Kantor tersebut memenuhi 
kriteria kapitalisasi sehingga menambah nilai aset tetap. Belanja 
pemeliharaan yang tidak menambah nilai a set tetap harus 
dianzzarkan dalam jenis belanja modal. 



Mas a 
Kodillkasi Uraian Manfaat 

(Tahun) 
1 3 ASET TETAP 
1 3 2 Peralatan dan Mesin 
1 3 2 01 Alat-Alat Besar Darat 10 
1 3 2 02 Alat-Alat Besar Apung 8 
1 3 2 03 Alat-alat Bantu 8 
1 3 2 04 Alat Angku tan Darat Bermotor 8 
1 3 2 05 Alat Angku tan Berat Tak Bermotor 4 
1 3 2 06 Alat Angkut Apuna Bermotor 8 
1 3 2 07 Alat Angkut Apung Tak Bermotor 4 
1 3 2 08 Alat Angkut Bermotor Udara 20 
1 3 2 09 Alat Bengkel Bermesin 10 
1 3 2 10 Alat Bengkel Tak Bermesin 5 - 
1 3 2 11 Alat Ukur 5 
1 3 2 12 Alat Penzolahan Pertanian 4 
1 3 2 13 A lat Pemeliharaan Tanaman / Alat 4 

Penyimpan Pertanian 
1 3 2 14 Alat Kantor 5 
1 3 2 15 Alat Rumah Tanzza 5 
1 3 2 16 Komputcr Unit 4 
1 3 2 17 Peralatan Kornputer 4 
l 3 2 18 Meia Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5 
1 3 2 19 Alat Studio 5 
1 3 2 20 Alat Komunikasi 5 
1 3 2 21 Peralatan Pemancar 10 
1 3 2 22 Peralatan Komunikasi Navigasi 15 
1 3 2 23 Alat Kedokteran 5 
1 3 2 24 Alat Kesehatan 5 
1 3 2 25 Unit-Unit Laboratorium 8 
1 3 2 26 Alat Peraza/ Praktek Sekolah 5 
1 3 2 27 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 15 
1 3 2 28 Alat Laboratorium Fisika Nuklir / 15 

Elektronika 
1 3 2 29 Alat Proteksi Radiasi / Proteksi 10 

Lingkungan 
1 3 2 30 Radiation Aplication and Non 10 

Destructive Testing Laboratory (Sadan 
Tenaza Atom Nasional/ BATAM) 

1 3 2 31 Alat Laboratorium Lingkungan Hidu o 8 
1 3 2 32 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 15 
1 3 2 33 Alat Laboratorium Standarsasi Kalibrasi 10 

dan Instrumentasi 

(J 

TABEL MASA MANFAAT 
ASETTETAP 



Mas a 
Kodifikasi Uraian Manfaat 

(Tahun) 
1 3 2 34 Senjata Api 10 
1 3 2 35 Persenjataan Non Senjata A pi 4 
1 3 2 36 Senjata Sinar 5 
1 3 2 37 Alat Khusus Kepolisian 4 
1 3 2 38 Alat Keamanan dan Perlindungan 5 
1 3 2 39 Alat Eksplorasi Topozrafi 5 
1 3 2 40 Alat Eksplorasi Geofisika 10 
1 3 2 41 Alat Pengeboran Mesin 10 
1 3 2 42 Alat Pengeboran Non Mesin 10 
1 3 2 43 Peralatan Sumur 10 
1 3 2 44 Peralatan Produksi 10 
1 3 2 45 Pengolahan dan Pemurnian 15 
1 3 2 46 Alat Bantu Eksplorasi 10 
1 3 2 47 Alat Bantu Produksi 10 
1 3 2 48 Alat Deteksi 5 
1 3 2 49 Alat Pelindung 5 
1 3 2 50 Alat SAR 2 
1 3 2 51 Alat Kerja Penerbangan 10 
1 3 2 52 Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 10 
1 3 2 53 Unit Peralatan Proses/Produksi 8 
1 3 2 54 Peralatan Olahraga 3 
1 3 3 Gedung dan Ban an 
1 3 3 01 Bangunan Gedung Ternpat Keria 50 - 1 3 3 02 Bangunan Gedung Ternpat Tinzzal 50 
1 3 3 03 Bangunan Menara 50 
1 3 3 04 Bangunan Berseiarah 50 
1 3 3 05 Tuzu Peringatan 50 
1 3 3 06 Candi 50 
1 3 3 07 Monumen/Bangunan Bersejarah 50 
1 3 3 08 Tuzu Perinzatan Lain 50 
1 3 3 09 Tuzu Titik Kontrol/Pasti 50 
1 3 3 10 Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 7 
1 3 3 11 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 5 
1 3 3 12 Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut 15 
1 3 4 Jalan, lrl.gasi, dan Jarin2an 
1 3 4 01 Jalan 10 
1 3 4 02 Jembatan 50 
1 3 4 03 Banzunan Air Irigasi 50 
1 3 4 04 Bangunan Air Pasang Suru t 50 
1 3 4 05 Barisrurran Air Rawa 25 
1 3 4 06 Bangunan Pengaman Sungai dan 10 

Penanggulangan Bencana Alam 



e) Penyusutan tidak dilakukan terhadap tanah, konstruksi dalam 
pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan 
tanaman. 

f) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam 
neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset 
Tidak Digunakan disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. 

g) Penyusu tan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang 
direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa: 
( 1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen 

sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola 
Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan 

(2) Aset Tetap dalam kondisi rusak bcrat dan/atau usang yang 
telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan 
penghapusan. 

h) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat 
koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam 
pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka 
penyusutan atas aset tetap tersebut perlu disesuaikan. 

i) Penyesuaian sebagaimana dimaksud melipu ti penyesuaian atas 
nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan. 
Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan setiap unit 
aset tetap tan pa ada nilai residu. 

j) Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan 
terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan 
pad a tabel beriku t: 

Masa 
Kodif'tkasi Uraian Manfaat 

(Tahun) 
1 3 4 07 Bangunan Pengembangan Sumber Air 30 

dan Air Tanah 
1 3 4 08 Bangunan Air Bersih/Baku 40 
1 3 4 09 Banzunan Air Kotor 40 
1 3 4 10 Bangunan Air 40 
1 3 4 11 Instalasi Air Minum/ Air Bersih 30 
1 3 4 12 Instalasi Air Kotor 30 
1 3 4 13 Instalasi Pengolahan Sampah 10 
1 3 4 14 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10 
1 3 4 15 Instalasi Pernbangkit Listrik 40 
1 3 4 16 Instalasi Gard u Listrik 40 
1 3 4 17 Instalasi Pertahanan 30 
1 3 4 18 Instalasi Gas 30 
1 3 4 19 Instalasi Pengaman 20 
1 3 4 20 Instalasi Lain 5 
1 3 4 21 .Jaringan Air Minum 30 
1 3 4 22 J aringan Listrik 40 
1 3 4 23 J arinzan Telepon 20 
1 3 4 24 J arinzan Gas 30 



e agai at er an er a ap et etap 
Persentase 
Renovasi/ Penambahan 
Restorasi/ Masa 

URAIAN JEN IS Overhaul dari Nilai Manfaat 
Perolehan (Diluar (Tahun) 

Penyusutan) 
Alat Besar 
Alat Besar Darat Overhaul .!:25% sd <50% 1 

~50% sd <75 % 3 
;a5<x> 5 

Alat Besar Apunz Overhaul .!:25% sd <50% 1 
.!:50% sd <75% 2 

.!:75% 4 

- 
Alat Bantu Overhaul ~25'Yo sd <50% 1 

.!:500/o sd <75 % 2 
.!:75% 4 

Alat Ana:kutan 
Alat Angkutan Darat Overhaul .!:25% sd <50% 1 
Benno tor 

~500/o sd <75 % 2 
.!:75% 4 

- 
Alat Angkutan Darat Tak Overhaul ~25°/i) sd <50% 1 
Bermotor 

.!:500/o sd <75 % 1 
~75% 2 

Alat Angkutan Apung Overhaul ~25°1<, sd <50% 1 
Bermotor 

~50% sd <75% 2 
.!:75% 4 

Alat Angkutan Apung Tak Renovasi ~25% sd <50% 1 I 
Bermotor 

~50%sd <75% 1 
~75% 2 

Alat Angkutan Bermotor Overhaul .!:25% sd <50% 3 
Udara 

~50'Yo sd <75 % 6 
~75% 9 

Alat Bengkel dan Alat 
Ukur 
AJat Benzkel Bermesin Overhaul .!:25% sd <50% 1 I 

~50'% sd <75 % 2 I 

.!:75% 4 

Tabel Penambahan Masa Manfaat 
S b . Akib P baik T h d As T 



Persentase 
Renovasi/ Pen am bah an 
Restorasi/ Masa 

URAIAN JENIS Overhaul dari Nilai Manfaat 
Perolehan (Diluar (Tahun) 

Penyusutan) 

Alat Bengkel Tak ber Renovasi 2:25% sci <50% 1 
Mesin 

2:50% sd <7 5 % 1 
2:75% 2 I 

I 
Alat Ukur Overhaul 2:251Yo sd <50% 1 

2:50% sd <75 % 1 
2:75% 2 

Alat Pertanian I 
• Alat Pengolahan Overhaul 2:25% sd <50% 1 I 

2:50% sci <75 % 1 
2:75% 2 

Alat Kantor dan Rumah 
Tangga 
Alat Kantor Overhaul 2:25% sci <50% 1 

2:50% sci <75 % 1 
2:75% 2 

Alat Rumah Tanzza Overhaul 2:25% sd <50% 1 
2:50% sd <75 % 1 

2:75% 2 
Alat Studio, Komunikasi 
dan Pemancar 
Alat Studio Overhaul 2:25% sd <50% 1 

2:50% sd <75 % 1 
2:75% 2 

Alat Komunikasi Overhaul 2:25% sd <50% 1 
2:50% sd <75 % 1 

2:75% 2 

Peralatan Pemancar Overhaul 2:2 5% sd < 50% 1 
2:50% sd <75 % 1 

2:75% 2 

Peralatan Korn unikasi Overhaul 2:2 5% sd < 50% 1 
Navigasi 

2:50% sd <75 % 1 
2:75% 2 



Persentase 
Renovasi/ Penambahan 
Restorasi/ Masa 

URAIAN JEN IS Overhaul dari Nilai Manfaat 
Perolehan (Diluar (Tahun) 

Penyusutan) 
Alat Kedokteran dan 
Kesehatan 
Alat Kedokteran Overhaul ~25% sci <50% 1 

2'.500/o sci <75 % 1 
~75% 2 

Alat Kesehatan Umum Overhaul 2'.25% sci <500/o 1 
2!.500/o sci <75 % 1 

2'.75% 2 
Alat laboratorium 
Unit Alat laboratorium Overhaul 2'.25% sd <500/o 1 

2'.500/o sci <7 5 % 2 
2'.75% 4 

Unit Alat laboratorium Overhaul 2'.25% sd <50% 3 
Kimia Nuklir 

2'.50% sd <75% 5 
2'.75% 8 

Alat Laboratorium Fisika Overhaul 2'.25% sd <50% 3 
2'.50% sd <75 % 5 

2'.75% 8 

Alat Proteksi radiasi / Overhaul 2'.2 5% sd < 500/o 2 
Proteksi Linzkunzan 

2'.50%sd <75% 4 
2'.75% 5 

Radiation Application dan Overhaul 2'.25% sd <50% 2 
Non Destructive Testing 
laboratory 

2!.50% sd <75% 4 
~75% 5 

Alat laboratorium Overhaul 2!.25%, sd <500/o 1 
Linzkunzan Hid up 

2'.50% sd <75% 2 
2!.75% 3 

Peralatan Laboratorium Overhaul 2'.25% sd <50% 3 
Hidrodinamica 

~500/o sd <75 % 5 
2'.75% 7 

- 

(){ 



Persentase 
Renovasi/ Penambahan 
Restorasi/ Masa 

URAIAN JEN IS Overhaul dari Nilai Manfaat 
Perolehan (Diluar (Tahun) 

Penyusutan) 
Alat laboratorium Overhaul 2>:25% sd <50% 3 
Standarisasi Kalibrasi dan 
Instrumentasi 

2':50% sd <75 Of<, 5 
2':75% 7 

Alat Perseujataan 
Senjata Api Overhaul 2':50% 1 

Persenjataan Non Senjata Renovasi 2:50% 1 
Api 

Senjata Sinar Overhaul 2':75% 2 

Alat Khusus Kepolisian Overhaul 2':25%sd <50% 1 
2':50% sd <75% 1 

2':75% 2 
Komputer 
Komputer Unit Overhaul 2':25% sd <50% 1 

2:50%sd <75% 1 
2:75% 1 

Peralatan Kompu ter Overhaul 2:25% sd <50% 1 
2:500/o sd <7 5 % 1 

2:75% 1 
Alat Eksplorasi 
Alat Eksplorasi Topografi Overhaul 2>:25% sd <50% 1 I 

2:50% sd <75% 1 
2':75% 2 

Alat Eksplorasi Geofisika Overhaul 2>:25% sd <50% 1 
2:50°1<, sd <75 % 1 

2':75% 2 
Alat PenJl:eboran 
Alat Pengeboran Mesin Overhaul 2:25% sd <500/o 1 

2:50% sd <75 % 1 - 
2':75% 2 

Alat Pengeboran Non Renovasi 2':25% sd <500/o 1 
Me sin 

2:50% sd <75 % 2 
2:75% 4 



Persentase 
Renovasi/ Penambahan 
Restorasi/ Masa 

URAIAN JEN IS Overhaul dari Nilai Manfaat 
Perolehan (Diluar (Tahun) 

Penyusutan) 
Alat Produksi Pengola 
han dan Pemurnian 
Sumur Renovasi 2::25% sd <50% 1 

2::500/o sd <75 % 2 
~75% 4 

Produksi Renovasi ~25% sd <500/o 1 
~50% sd <75% 2 

~75% 4 

Pengolahan dan Overhaul ~25% sd <50% 1 
Pemurnian 

~500/o sd <75 % 2 
~75% 4 

Alat Bantu Explorasi 
Alat Bantu Explorasi Overhaul ~25% sd <50% 2 

~500/o sd <75 % 4 
~75% 6 

Alat Bantu Produksi Overhaul ~25% sd <50% 2 
~50% sd <75 % 4 

2::75% 6 
Alat Keselamatan Kerja 
Alat Deteksi Overhaul ~25% sd <50% 1 

~50°A> sd <75 % 1 
~75% 2 

Alat Pelindung Renovasi 2::25% sd <500/o 1 
2::500/o sd <75 % 1 

~75% 2 

Alat Sar Renovasi ~25% sd <500/o 1 
~50% sd <75% 1 

~75% 2 

Alat Keria Penerbana Overhaul ~25% sd <50% 1 
~50%sd <75% 1 

~75% 2 
Alat Peraga 
Alat Peraga Pelatihan dan Overhaul ~25% sd <50% 2 
Percontohan .... 

~50% sd <75% 3 
~75% 4 



Persentase 
Renovasi/ Penambahan 
Restorasi/ Mas a 

URAIAN JENIS Overhaul dari Nilai Manfaat 
Perolehan (Diluar (Tahun) 

Penvusutanl 
Peralatan Proses/ Produksi 
Unit Peralalan Proses / Overhaul ?:25%sd <50% 2 
Produksi 

?:50% sd <75 % 3 
?:75% 4 

Rambu-rambu 
Rambu-rambu Lalu lintas Overhaul ?:25% sd <50% 1 
Darat 

?:50% sd <75% 3 
?:75%1 4 

Rambu-rambu Lalu lintas Overhaul ?:2 5% sd < 50% 1 
Udara 

?:50% sd <75 % 3 
?:75% 4 

Rambu-rambu Lalu lintas Overhaul ?:25% sd <5001<> 1 
Laut 

?:50% sd <75 % 3 
?:75% 4 

Peralatan Olah Raga 
Peralatan Olah Raza Renovasi <25% 

?:2 5% sd < 500/o 
?:500/o sd <75 % 

?:75% 
Bangunan Gedung 
Bangunan Gedung Renovasi ?:25% sd <50% 5 
Tempat Kerja 

?:500/o sd <75 % 10 
?:75% 15 

Bangunan Gedung Renovasi ?:.25% sd <50% 5 
Tempat Tinzaal 

?:50% sd <75 % 10 
?:75% 15 

Monumen 
Candi/ Tugu Peringatan / Renovasi ?:2 5% sd <50% 5 
Prasasti 

?:500/o sd <75 % 10 
?:75% 15 

Bangunan Menara 
Bangunan Menara Renovasi ?:25% sd <500/o 5 
Perambuan 

?:50% sd <75 % 10 
?:75% 15 



Persentase 
Renovasi/ Penambahan 
Restorasi/ Masa 

URAIAN JEN IS Overhaul dari Nilai Manfaat 
Perolehan (Diluar (Tahun) 

Penyusutan) 
Tugu Titik 
Kontrol/Prasasti 
Tugu Z'I'anda batas Renovasi 2:25% sd <50% 5 

2:50%sd <75% 10 
2:75% 15 

Jalan dan Jembatan 
Jalan Renovasi 2:25% sd <50% 5 

2:500/c, sd <75 % 10 
~75% 15 

Jembatan Renovasi 2:25% sd <50% 5 I 
2:500/o sd <75 % 10 

2:75% 15 
Bansranan Air 
Bangunan Air Irizasi Renovasi ~25% sd <50% 5 

~50%, sd <75 % 10 
~75% 15 

Bangunan Pengairan Renovasi 2:25% sd <50% 5 
Pasana Surut 

~500/o sd <75 % 10 
2:75% 15 

Bangunan Pengembangan Renovasi 2:25% sd <50% 1 
Rawa dan Polder 

2:50% sd <75 % 3 
2:75% 5 

Bangunan Pengaman Renovasi ~25% sd <500/o 1 
Sungai / Pantai dan 
Penanggulangan Bencana 
alam 

2:500/o sd <75 % 3 
~75% 5 

Bangunan Pengembangan Renovasi 2:25% sd <500/o 1 
Sumber air dan Tanah 

2:50% sd <75 % 2 
2:75% 3 

Bangunan Air Bersih/ Air Renovasi 2:25% sd <50% 5 
Baku 

2:500/o sd <75 % 10 
2:75% 15 



Persentase 
Renovasi/ Penambahan 
Restorasi/ Masa 

URAIAN JENIS Overhaul dari Nilai Manfaat 
Perolehan (Diluar (Tahun) 

Penyusutan) 
Banzunan Air Kotor Rcnovasi ~25% sd <500/o 5 

~50% sd <75% 10 
~75% 15 

lnstalasi 
lnstalasi Air Bersih / Air Renovasi ~25% sd <50% 2 
baku 

~50% sd <75% 7 
~75% 10 

Instalasi Air Kotor Renovasi ~25% sd <50% 2 
~50% sd <75% 7 

~75% 10 

Instalasi Pengelolahan Renovasi ~25% sd <500/o 1 
Sampah 

~500/o sd <75 % 3 
~75% 5 

lnstalasi Pengolahan Renovasi ~25% sd <50% 1 
Bahan Bangunan 

~50% sd <75% 3 
~75% 5 

lnstalasi Pembangkit Renovasi <!.25% sd <50% 5 
Listrik 

~5Q<Yo sd <75 % 10 
~75% 15 

Instalasi Gard u Listrik Renovasi ~25% sd <50% 5 
~50%sd <75% 10 

~75% 15 

Instalasi Pertahanan Renovasi ~2 5% sd <500/o 1 
~50%sd <75% 3 

~75% 5 

lnstalasi Gas Renovasi ~25% sd <50% 5 
~50%sd <75% 10 

~75% 15 

lnstalasi Pengaman Renovasi ~25% sd <50% 1 
~50%sd <75% 1 

~75% 3 



ll)Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation) 
a) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan 

karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian 
aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. 
Penyimpangan dari ketentuan mi mungkin dilakukan 
berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. 

Persentase 
Renovasi/ Penambahan 
Restorasi/ Masa 

URAIAN JEN IS Overhaul dari Nilai Manfaat 
Perolehan (Diluar (Tahun) 

Penvusutanl 
Instalasi Lain Renovasi 2'.25% sd <50% 1 

2'.50% sd <75% 1 
2'.75% 3 

Jaringan 
.Jaringan air Minum Overhaul 2:25% sd <50% 2 

2'.50% sd <75% 7 
2'.75% 10 

J aringan Listrik Overhaul 2'.25% sd <50% 5 
2'.50% sd <75% 10 

2'.75% 15 

J aringan Telepon Overhaul 2'.25% sd <50% 2 
2'.50% sd <75% 5 

2'.75% 10 

J aringan Gas Overhaul 2'.25% sd <50% 2 
2'.500/o sd <7 5 % 7 

2'.75% 10 

Alat Musik Modern/Band Overhaul 2:25% sd <50% 1 
2'.50% sd <75% 1 

2'.75% 2 
ASET TETAP DALAM 
RENOVASI 
Peralatan dan Mesin Overhaul >00/o sd 100% 2 
dalam renovasi 

Gedung dan bangunan Renovasi >0% sd 30'Yo 5 
dalam Renovasi 

>30% sd 45% 10 
>45% sd 65% 15 

Jaringanlrigasidan Renovasi/ >00/o sd 100% 5 
J aringan dalam Renovasi Overhaul 



b) Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai 
penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian 
aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap 
gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi 
dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas. 

12) Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap 
a) Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari 

neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan 
ketika dilepaskan apabila aset secara permanen dihentikan 
penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat 
ekonomi/ sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada 
Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan 
DPRD. 

b) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah 
tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos 
aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. 

c) Dalam hal penghentian aset tetap merupakan akibat dari 
pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan 
sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku 
aset tetap tersebut habis disusutkan, maka selisih antara harga 
jual atau barga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap 
terkait diperlakukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas 
dana. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai 
pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Operasional dan 
Laporan Realisasi Anggaran. 

13)Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap 
a) Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan 

dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 
b) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-rnasing 

jenis aset tetap sebagai berikut: 
(1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai 

tercatat ( carrying amount); 
(2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang 

rnenunjukkan : 
(a) penambahan; 
(b) pelepasan; 
(c) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; 
(d) mutasi aset tetap lainnya. 

(3) Informasi penyusutan, meliputi: 
(a) Nilai penyusutan; 
(b) Metode penyusutan yang digunakan; 
(c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; 
(d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal 

dan akhir periode. 
c) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap 

adalah sebagai beriku t: 
(1) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional 

pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan 
harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai 
tercatatnya. 



(2) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan 
atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap 
yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan 
sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset 
tersebut selesai dan siap dipakai. 

(3) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang 
memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar 
memberi manfaat ekonomik dimasa yang akan datang dalam 
bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar 
kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus 
ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. 

(4) Pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah 
(heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus 
diungkapkan dalam CaLK. 

(5) Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat 
lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, 
sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang 
perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan 
prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. 

(6) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas 
harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK. 

(7) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan 
atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya 
dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. 
Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal 
transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung. 

(8) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah 
daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus 
dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai 
tercatatnya ( carrying amount). 

(9) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap 
tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi 
kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset 
tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing­ 
masing akun aset tetap dan akun ekuitas. 

14)Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan 
a) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) mencakup aset tetap yang 

sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca 
belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam 
pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan 
bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang 
proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan 
suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan 
melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu 
periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa 
lebih dari satu periode akuntansi. 

b) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri 
(swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. 

c) Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan 
pembangunannya karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, 
ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat 
berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. 
Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk 
sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke 

CT "1 



d) Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan 
( 1) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi 

dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan 
jika: 
(a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang 

akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan 
diperoleh; 

(b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan 
(c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. 

(2) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang 
dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah 
daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka 
panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalarn aset 
tetap. 

(3) Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai 
dibangun dan sudah diserahterimakan harus direklasifikasi 
menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya. 

e) Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan 
(1) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. 
(2) Nilai biaya konstruksi yang dikerjakan secara swakelola 

an tara lain: 
(a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan 

konstruksi; 
(b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada 

umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; 
dan 

(c) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan 
konstruksi yang bersangkutan. 

(3) Nilai biaya konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor 
melalui kontrak konstruksi antara lain: 
(a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor 

sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; 
(b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor 

berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi 
belum dibayar pada tanggal pelaporan; 

(c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga 
sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. 

(4) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan 
konstruksi antara lain meliputi: 
(a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; 
(b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi; 
(c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari 

dan ke tempat lokasi pekerjaan; 
{d) Biaya penyewaaan sarana dan prasarana; 
(e) Biaya rancangan dan bantuan tekrus yang secara 

langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya 
konsultan perencana. 

dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara mernadai di 
dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila 
pembangunan KDP diniatkan dihentikan pembangunannya 
secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan 
manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang 
dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus 
dieliminasi dari neracadan kejadian ini diungkapkan secara 
memadai dalam CaLK. 



(5) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi 
pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi 
tertentu, meliputi: 
(a) Asuransi; 
(b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak 

langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; 
(c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk 

kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya 
inspeksi. 

f) Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan 
(1) Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai 

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi: 
(a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut 

tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya; 
(b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya; 
(c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan; 
(d) Uang muka kerja yang diberikan; dan 
( e) Retensi. 

c. Dana Cadangan 
1) Definisi Dana Cadangan 

a) DanaCadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung 
kebu tuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat 
dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 

b) Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur 
dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat 
digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana 
cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, 
misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga. 

c) Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu 
peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka 
dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. 

2) Pengakuan Dana Cadangan 
Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari 
kas ke dana cadangan. 

3) Pengukuran Dana Cadangan 
a) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas 

yang diklasifikasikan ke dana cadangan. 
b) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang 

bersangku tan. 
c) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang 

bersangku tan. 
d) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di 

pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. 
4) Penyajian dan Pengungkapan Dana Cadangan 

a) Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset 
NonLancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam caLK. 

b) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan 
dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli 
daerah lainnya, kemudian ditambahkan dalam Dana Cadangan 
dengan mekanrsme pcmbcntukan Dana Cadangan dengan nilai 
sebesar basil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini 
juga perlu diungkapkan dalam dalam CaLK. 



d. Aset Lainnya 
1) Definisi Aset Lainnya 

a) Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak 
dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka 
panjang, aset tetap dan dana cadangan. 

b) Terrnasuk di dalam Aset Lainnya adalah: 
(1) Tagihan Penjualan Angsuran; 
(2) Tuntutan Ganti Rugi; 
(3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga; 
(4) Aset Tak Berwujud; dan 
(5) Aset Lain-lain. 

c) Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat 
diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran 
kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan 
angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan 
penjualan kendaraan dinas. 

d) Jenis Aset Kemitraan dengan pihak ketiga adalah: 
(1) Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun 

atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan 
kerjasama/ kemitraan. 

(2) Bangun, Guna, Serah - BGS (Build, Operate, Transfer- BOT), 
adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain 
dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut 
fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain 
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, 
untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, 
berikut Iasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola 
barang setelah berakhimya jangka waktu kerjasama BGS. 

(3) Bangun, Serah, Guna - BSG (Build, Transfer, Operate - BTO) 
adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain 
dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut 
fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan 
kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan 
oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang 
disepakati. 

(4) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang 
Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu 
dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak 
dan sumber pembiayaan lainnya. 

(5) Sewaadalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain 
dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang 
tunai. 

(6) Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana 
Pemerintah dan rnitra kerjasama masih terikat dengan 
perjanjian kerjasama/kemitraan. 

e) Aset Tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat 
diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki 
untuk digunakan dalam mengbasilkan barang atau jasa atau 
digunakan untuk tujuan lainnya terrnasuk hak atas kekayaan 
intelektual. 

f) Jenis Aset Tak.Berwujud adalah: 
( 1) Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu 

entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas 
nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai 



entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi 
peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku 
kekayaan bersih perusahaan. 

(2) Hak Paten, Hak Cipta adalah hak-hak yang pada dasarnya 
diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual 
atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang 
dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Disamping itu 
dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan 
aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak 
untuk memanfaatkannya. 

(3) Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat 
diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya 
pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, 
instansi atau perusahaan lain. 

(4) Software Software komputer yang masuk dalam kategori Aset 
Tidak Berwujud adalah software yang bukan merupakan 
bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. 
Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer 
lain. 

(5) Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau 
Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan 
perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi 
dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi 
perlindungan dalamjangka waktu dan syarat tertentu. 

(6) Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka 
panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang 
memberikan manfaat ekonomis dan/ atau sosial dimasa yang 
akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. 

(7) Aset Tak Berwujud Lainnya meru pakan jenis Aset Tak 
Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis 
Aset Tak Berwujud yang ada. 

(8) Aset Tak Berwujud dalam Peneeriaan. Terdapat 
kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang 
diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya 
melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan 
pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal 
terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi 
dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal 
pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam 
Pengerjaan (intangible asset - work in progress), dan setelah 
pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset 
Tak Berwujud yang bersangkutan. 

g) Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk 
dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke 
dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak 
berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena 
sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, 
sewa beli, penghibahan, penyertaan modal) 

h) Klasifikasi aset lainnya secara terinci diuraikan dalam Bagan 
Akun Standar (BAS). 

2) Pengakuan Aset Lainnya 
a) Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya 

dan/ atau kepenguasaannya berpindah. 



b) Tagihan Penjualan Angsuran diakui saat transaksi penjualan 
rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada 
pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo 
Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari 
Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi 
penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain. 

c) Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria: 
(1) Telah ditandatanganinya Surat keterangan Tanggung Jawab 

Mutlak (SKTJM); atau 
(2) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian 

Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan 
Ganti Rugi. 

d) Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat: 
(1) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian 

kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi 
aset dari aset tetap menjadi aset kerjasarna/kemitraan. 

(2) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana 
berikut fasilitasnya, dalarn rangka kerja sarna BSG, diakui 
pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau 
Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk 
digunakan / dioperasikan. 

(3) Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui 
adanya Utang Kernitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar 
nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan 
kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai. 

(4) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset 
kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas 
fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang 
dan/ atau Pengguna Barang. 

(5) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya 
kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya 
perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima 
barang. 

(6) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan 
dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status 
penggunaannya oleh Pengelola Barang. 

(7) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari "Aset 
Lainnya" menjadi "Aset Tetap" sesuai jenisnya setelah 
berakhimya perjanjian dan telah ditetapkan status 
penggunaannya oleh Pengelola Barang. 

e) Aset Tak Berwujud diakui pada saat: 
Manfaat ekonomi dimasa datang yang diharapkan atau jasa 
potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan 
mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan 

I) Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari 
penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalan 
aset lain-lain. 

3) Pengukuran Aset Lainnya 
a) Aset Lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar 

nilai wajar pada saat perolehan. 
b) Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan 

berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan 
aset yang bersangkutan. fJ. 

Af 



Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung 
adalah: 
(a) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut 

dapat digunakan; 
(b) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset 

tersebut dapat digunakan; 
(c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat 

berf ungsi secara baik. 
g) Pengukuran Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal 

adalah: 
( 1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang 

memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan 
yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi 
kriteria pengakuan. 

(2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah 
diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai 
bagian dari harga perolehan Aset Tak Berwujud dikemudian 
hari. 

c) Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan nilai 
nominal dari Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) 
atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian 
Sementara (SKP2K). 

d) Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga 
dinilai berdasarkan: 
(1) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan 

dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai 
aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat 
pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, 
dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji. 

(2) Dana yang ditanarnkan Pemerintah dalam 
Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan 
Kerjasama/ Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana 
yang diterima ini sebagai kewajiban. 

(3) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada 
pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah 
ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih 
yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut 
diserabkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya 
uji. 

e) Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga 
yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak 
Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud 
tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa 
datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan 
mengalir masuk kedalam entitas tersebut. 

f] Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan pembelian 
terdiri dari: 
(1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah 

dikurangi dengan potongan harga dan rabat; 
(2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam 

membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset 
tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang 
dimaksudkan. 



c) Pengungkapan Tuntutan Ganti Rugi di Laporan Keuangan 
maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya 
klasifikasi Tuntutan Ganti Rugi menurut nama pegawai. 

d) Pengungkapan Kemitraan dengan Piha.k: Ketiga di Laporan 
Keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, 
misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut 
jenisnya. 

e) Aset Tetap Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian 
dari "Aset Lainnya". Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan 
Keuangan atas Aset Tidak Berwujud antara lain sebagai berikut: 
( 1) Masa manfaat dan metode amortisasi; 
(2) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset 

Tidak Berwujud; 
(3) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal 

dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset 
Tidak Berwujud. 

f] Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan 
diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu 
diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan 
dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang 
dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan. 

5) Amortisasi Aset Lainnya 
a) Umum 

( 1) Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara 
bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode 
akuntansi. 

(2) Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak 
Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. 

pengembangan 
yang dapat 

pengembangan 

(3) Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari 
software komputer, maka pengeluaran 
dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap 
aplikasi. 

h) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tak 
Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri 
dapat disajikan sebesar nilai wajar. 

i) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan 
aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut 
nilai tercatatnya. 

j) Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap 
disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. 

k) Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling 
lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain 
menurut ketentuan perundang-undangan. 

4) Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya 
a) Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada 

kelompok Aset NonLancar. Rinciannya dijelaskan dan 
diungkapkan dalam CaLK. 

b) Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan 
Keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, 
misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut 
debitur. 



C. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN 
1. UMUM 

a. Tujuan 
Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi 
kewajiban melipu ti saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya 
pinja.man yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut. 

b. Ruang Lingkup 
1) Kebijakan akuntansi iru diterapkan untuk seluruh entitas 

pemerintah daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan 
umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk 
pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang 
diperlukan. 

2) Kebijakan akuntansi ini mengatur: 
a) Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka 

pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari 
Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri. 

b) Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang 
pemerintah daerah. 

c. Deflnisi Kewajiban 
a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 
pemerintah daerah. 

b. Kewa,jiban Jangka Pendekadalah suatu kewajiban yang diharapkan 
dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan. 

c. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah 
daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal 
pelaporan. 

2. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 
a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 

1) Definisi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 
a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga. selanjutnya disebut Utang 

PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain 
yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai 
pemotong pajak atau pungu tan lainnya, seperti Pajak 
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b) Pengakuan Amortisasi Aset Lainnya 
Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir 
tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau 
pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan 
kepemilikannya. 

c) Pengukuran Amortisasi Aset Lainnya 
(1) Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan 

metode garis lurus. 
(2) Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan 

hukum, peraturan atau kontrak. 
d) Pengungkapan Amortisasi Aset Lainnya 

Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun 
"Akumulasi Amortisasi" yang akan mengurangi nilai buku dari 
aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan 
diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai "Behan 
Amortisasi". 



Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, 
iuran BPJS, Taspen, dan Taperum. 

b) Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain 
(Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, 
Bapertarum, PT Askes, dan BPJS) sejumlah yang sama dengan 
jumlah yang dipungut/ dipotong. 

2) Penga]man Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 
Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara 
Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk 
pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta 
pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat 
terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). 

3) Pengu]mran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar 
kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah 
(BUD) namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan. 

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitangan Fihak Ketiga 
(PFK) 
a) Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera 

dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan 
di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek. 

b) Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo 
pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. 
Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada 
laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. 

b. Utang Bunga (Accrued Interesq 
1) Definisi Utang Bunga (Accrued Interest) 

a) Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus 
dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena 
pemerintah daerah mempunyai utang jangka pendek yang antara 
lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang 
yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang 
jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang 
lainnya. 

b) Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang 
commitment fee, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan 
beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh 
kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur. 

2) Pengalman Utang Bunga (Accrued Interest) 
Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa 
kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum 
dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya 
waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode 
pelaporan. 

3) Pengulmran Utang Bunga (Accrued Interest) 
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar 
kewajiban bunga atau commitment Jee yang telah terjadi tetapi belum 
dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah 
perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan 
periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak. 



d. Kewajiban untuk Dikonsolidasikan 
1) Def'misi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan 

a) Kewajiban untuk clikonsolidasikan adalah kewajiban yang 
dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara SKPKD 
yang dikelola oleh PPKD dan SKPD. 

b) Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara 
PPKD dengan SKPD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya 
terdiri dari satu rincian yaitu R/K PPKD atau Rekening Koran 
PPKD. Akun ini hanya ada pada unit SKPKD yang dipimpin oleh 
PPKD. 

c) Akun ini menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 
diakomodasi dalam akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan. 

d) Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik 
dengan akun Aset untuk Dikonsolidasikan sesuai dengan metode 
pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal balik 
maka akun ini akan tereliminasi dengan akun Aset untuk 
dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan. 

2) Pengakuan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan 
Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi 
yang melibatkan transaksi SKPD. 

3) Penguknran Kewajiban untuk Dikonsolidasikan 
a) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai 

transaksi dari transaksi yang terjadi. 
b) Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mernpunyai nilai 

yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada 
saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini 
akan sating mengeliminasi. 

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga (Accrued Interest) 
Utang bunga maupun commitment fee merupakan kewajiban jangka 
pendek atas pembayaran bunga sarnpai dengan tanggal pelaporan. 
Rincian utang bunga maupun commitment fee untuk masing-rnasing 
jenis u tang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan 
(CaLK). Utang bunga maupun utang commitment fee diungkapkan 
dalam CaLK secara terpisah. 

c. Utang Jangka Pendek Lainnya 
1) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya 

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat 
diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana 
telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utangjangka pendek lainnya 
ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan. 

2) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya 
Pengakuan u tang jangka pendek lainnya pada saat terdapat 
penerimaan kas namun sampe dengan tanggal pelaporan belum 
dapat diakui sebagai pendapatan. 

3) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya 
Pengukuran atas u tang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai 
yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode 
akuntansi atau tanggal pelaporan. 

4) Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya 
Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam neraca dalam 
klasifikasi kewajiban jangka pendek. 



4) Pengungkapan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan 
Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam 
klasifikasi Kewajiban J angka Pendek. Akun ini disajikan hanya pada 
PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi. 

e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 
1) Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 

Bagian Lancar Utang Jangka Panjangmerupakan bagian utang 
jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri 
yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 
12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. 

2) Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 
a) Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pmjaman 

jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 ( dua 
belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode 
akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang 
akan didanai kembali. 

b) Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah 
utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah 
dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka 
pendek (payable on demand}. 

3) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 
Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka 
panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 
12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban 
jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang 
dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang 
beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh 
peminjam sesuai perjanjian. 

4) Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka 
Panjang 
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan dineraca sebagai 
kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka 
Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman 
diungkapkan di CaLK. 

f. Pendapatan Diterima Dimuka 
1) Definisi Pendapatan Diterima Dimuka 

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena 
adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca 
seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh 
pemerintah daerah kepada pihak lain. 

2) Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka 
Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul 
klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah 
diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa 
dari pemerintah daerah. 

3) Pengulmran Pendapatan Diterima Dimuka 
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar 
bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah 
kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca. 



4) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka 
Pendapatan Diterirna Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka 
pendek di neraca.Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan 
dalam CaLK. 

g. Utang Behan 
1) Definisi Utang Behan 

a) Utang Behan adalah utang pemerintah daerah yang timbul 
karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa 
dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di 
kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan 
pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di 
dalamnya adalah u tang kepada pihak ketiga (Account Payable). 

b) Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena: 
(1) Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan 
tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. 

(2) Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan 
barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di 
belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, 
air PAM, telpon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu 
bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas 
selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan 
berikutnya. 

(3) Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau 
peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah 
diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara 
kemajuan pekerjaan/ serah terima, tetapi sampai dengan 
tanggal pelaporan belum dibayar. 

(4) Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan 
perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum 
dibayar. 

2) Pengakuan Utang Beban 
Utang Beban diakui pada saat: 
a) Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi 

tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. 
b) Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk 

surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait 
penerimaan barang/ jasa yang belum diselesaikan 
pembayarannya oleh pemerintah daerah sampai dengan tanggal 
pelaporan. 

c) Barang yang dibeli sudah diterirna tetapi belum dibayar atau 
pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa 
pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal 
pelaporan belum dibayar. 

3) Pengukuran Utang Behan 
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar 
beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian 
atau perikatan sampai dengan tanggal neraca. 

4) Penyajian dan pengungkapan Utang Beban 
Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka 
pendek dan rinciannya diungkapkan dalam CaLK. 



h. Utang Jangka Pendek Lainnya 
1) Def"misi Utang Jangka Pendek Lainnya 

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek 
yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek 
seperti pada akun di atas. 

2) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lahm.ya 
Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbul 
klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima 
tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal 
pelaporan. 

3) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lain.nya 
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar 
kewajiban yang belum dibayar / diakui sampai dengan tanggal 
neraca. 

4) Penyajiandan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya 
Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka 
pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam CaLK. 

3. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 
a. Utang Dal.am Negeri 

1) Definisi Utang Dalam Negeri 
a) Utang Dal.am Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah 

yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh 
dari sumber-sumber dalam negeri. 

b) Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah: 
(1) Utang Dalam Negeri- sektor perbankan; 
(2) Utang Dalam Negeri- sektor lembaga keuangan non bank; 
(3) Utang Dalam Negeri - obligasi; 
(4) Utang pemerintah pusat; 
(5) Utang pemerintah provinsi; dan 
(6) Utang pemerintah kabupaten/kota. 

2) Pengakuan Utang Dalam Negeri 
a) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian 

pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di 
Kas Daerah/ saat terjadi transaksi penjualan obligasi. 

b) Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga 
atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi 
tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai 
saat terjadinya transaksi. 

3) Pengulmran Utang Dalam Negeri 
a) Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian 

merupakan komitmen maksirnum jumlah pendanaan yang 
disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum 
tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga 
jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam 
negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh 
penerima pinjaman. 

b) Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman 
akan mengurangi jumla hutang sehingga jumlah yang 
dicantumkan dalam neracaa dalah sebesar total penarikan 
dikurangi dengan pelunasan. 



c) Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, 
ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada 
akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut 
mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang 
pemerintah daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar 
pemerintah pada saat jatuh tempo. 

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri 
Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. 
Rincian utang diungkapkan di CaLK berdasarkan pemberi pinjaman. 

b. Utang Luar Negeri 
Pasal 3 PP Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman 
dan/ atau Penerimaan Hi bah serta Penerusan Pinjaman menyatakan 
pemerintah daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun 
yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar 
negeri. 
Pasal 20 ayat (1) dan (3) dijelaskan bahwa pemerintah daerah dapat 
menerima sumber dana dari Utang Luar Negeri dengan cara penerusan 
pinjaman dalam bentuk pinjaman atau hibah. 
1) Deflnisi Utang Luar Negeri 

a) Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah 
pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah 
satu instrumen yang diambil oleh pemerintah daerah dalam 
upaya menanggulangi defisit anggaran. 

b) Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah daerah pada 
saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera 
pada lembar surat utang pemerintah. 

c) Nilai tercatat (canyingamount) kewajiban adalah nilai buku 
kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi 
atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi. 

d) Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban 
(present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity 
value) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat 
bunga efektif. 

e) Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini 
kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban 
(maturity value) dari suatu utang karena tingkat bunga nominal 
lebih rendah dari tingkat bunga efektif. 

2) Pengalman Utang Luar Negeri 
Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP 9 tentang Kewajiban disebutkan 
bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/ atau 
pada saat kewajiban timbul. 

3) Pengukuran Utang Luar Negeri 
a) Sesuai Paragraf 32 PSAP 9 tentang Kewajiban, Utang dicatat 

sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan 
dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar 
(kurs tengah BI) pada tanggal neraca. 

b) Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang pemerintah 
daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai 
yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran 
ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan 
penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan 
perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan 
dengan menyesuaikan nilai tercatat ( carrying amount) u tang 
terse but. 



4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Luar Negeri 
a) Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat ( carrying 

amount). 
b) Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai 

nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium 
yang belum diamortisasi. 

c) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos 
Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila 
rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya 
dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi 
diskonto/premium, dan selisih kurs utang dalam valuta asing 
yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca. 

c, Utang Jangka Panjang Lainnya 
1) Deflnisi Utang Jangka Panjang Lainnya 

a) Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang 
yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang 
Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan. 

b) Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan 
adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk 
Bangun, Serah, Guna (BSG). 

c) Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah 
disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau 
secara bagi hasil. 

d) Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila 
pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau 
secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan. 

e) Utang Kernitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang 
dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila 
pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan 
disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah 
dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan. 

2) Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya 
a) Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak 

ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar 
sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran. 

b) Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dillhat pada 
kebijakan aset lainnya - kemitraan dengan pihak ketiga. 

3) Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya 
a) Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam 

perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar. 
b) Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada 

kebijakan aset lainnya- kemitraan dengan pihak ketiga. 
4) Penyajian clan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya 

a) Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos 
Utang Jangka Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing­ 
masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam CaLK. 

b) Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dillhat pada 
kebijakan aset lainnya- kemitraan dengan pihak ketiga. 



E. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN - LRA 
1. UMUM 

a. Tujuan 
Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan 
pada entitas pelaporan dalam rangka mcmenuhi tujuan akuntabilitas 
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 

tl "f 

D. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS 
1. Umum 

a. Tujuan 
1) Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas adalah untuk mengatur 

perlakuan akuntansi atas ekuitas dan informasi lainnya dalam 
rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan 
oleh peraturan perundang-undangan. 

2) Perlakuan akuntansi ekuitas mencakup definisi, pengakuan, dan 
pengungkapannya. 

b. Rua.ng Lingkup 
Kebija.kan ini diterapkan dalam a.kuntansi ekuitas yang disusun dan 
disajikan dengan mengguna.kan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan 
ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah 
daerah, tidak termasuk perusahaan daerah. 

2. Def°lnisi Ekuitas 
1) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan 

selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal 
laporan. 

2) Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan 
Peru bahan Ekuitas (LPE). 

3) Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh 
Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai 
persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam 
Laporan Peru bahan Ekuitas (LPE). 

4) Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas 
untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih) 
sesuai dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. 

5) Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K 
PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) 
diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal 
ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening 
Koran SKPD) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan 
sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban. 

6) Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan 
dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan 
nilai ekuitas yang sebenarnya. 

3. Pengakuan Ekuitas 
Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban. 

4. Pengukuran Ekuitas 
Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan 
kewajiban. 

5. Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas 
Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK. 



Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan 
tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif 
dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 

b. Ruang Lingkup 
1) Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA dalam 

penyusunanlaporanrealisasianggaran. 
2) Pemyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan 

Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, 
tidak termasuk perusahaan daerah. 

c. Def"misi Pendapatan-LRA 
1) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum 

Daerah, rekening Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional, dan 
rekening BLUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode 
tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah 
daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. 

2) Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan 
uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung 
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran 
daerah pada bank yang ditetapkan. 

3) Rekening Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah 
rekening yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung 
penerimaan dana kapitasi dari Badan Pelaksana Jaminan Kesehatan 
(BPJS) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan untuk 
membayar pengeluaran yang terkait dengan pelayanan BPJS pada 
FKTP. 

4) Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari 
akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan 
tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. 

5) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah 
selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, 
serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama 
satu periode pelaporan. 

6) Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara 
pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. 

7) Pendapatan-LRA terdiri dari: 
a) Pendapatan Asli Daerah - LRA 
b) Pendapatan Transfer - LRA 
c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA 

d. Pengakuan Pendapatan-LRA 
1) Pendapatan-LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat: 

a) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD. 
b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara 

Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke 
RKUD. 

c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada rekening 
Bendahara JKN pada FKTP. 

d) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan 
digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat 
entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. 



e) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung 
dalarn/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran 
entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib 
melaporkannya kepada BUD. 

f) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas 
pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan 
BUD mengakuinya sebagai pendapatan. 

e. Penguku.ran Pendapatan-LRA 
1) Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan 

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya 
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 

2) Dalarn hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto 
(biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak 
dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum 
selesai, maka asas bru to dapat dikecualikan. 

f. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan LRA 
1) Pendapatan - LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran 

dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya 
dijelaskan dalarn CaLK. 

2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalarn CaLK terkait dengan 
pendapatan adalah: 
a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal 

berakhirnya tahun anggaran. 
b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan 

yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus. 
c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan 

pendapatan daerah. 
d) Informasi lainnya yang dianggap perlu. 

2. PENDAPATAN ASLI DAERAH -LRA 
a. Def°lnisi Pendapatan Asli Daerah -LRA 

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA adalah pendapatan yang 
diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah 
sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang diak:ui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran terten tu 
dan mencerminkan kemandirian daerah. 

2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, 
Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah (meliputi hasil penjualan 
kekayaan daerah yang tidak: dipisahkan, jasa giro, pendapatan 
bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang 
asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 
penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah). 

b. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah -LRA 
Pendapatan Asli Daerah - LRA diakui pada saat kas atas pendapatan 
tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD. 

c. Penguknran Pendapatan Asli Daerah -LRA 
Pendapatan Asli Daerah - LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang 
diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat tanda 
Setoran. 



d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah - LRA 
Pendapatan Asli Daerah - LRA disajikan dalam Laporan Realisasi 
Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. 
Rinciannya dijelaskan dalam CaLK. 

3. PENDAPATAN TRANSFER -LRA 
a. Definisi Pendapatan Transfer -LRA 

Pendapatan Transfer - LRA adalah dana yang bersumber dari 
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai 
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 

b, Pengakuan Pendapatan Transfer - LRA 
1) Pengakuan Pendapatan Transfer - LRA adalah pada saat diterimanya 

Pendapatan Transfer - LRA pada Rekening Kas Umum Daerah 
(RKUD). Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit 
dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD. 

2) Pendapatan Transfer - LRA ini hanya diakui dan dicatat di 
Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dicatat oleh PPKD. 

c. Pengukuran Pendapatan Transfer - LRA 
Pengukuran Pendapatan Transfer - LRA sesuai dengan jumlah nominal 
alokasi dana yang diterima dalam RKUD. 

d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer - LRA 
Pendapatan Transfer - LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran 
dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya 
dijelaskan dalam CaLK. 

4. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LRA 
a. Definisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah- LRA 

1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan 
seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah - LRA 
dan Pendapatan Transfer- LRA (dana perimbangan). 

2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari: 
a) Pendapatan Hibah - LRA, 
b) Dana Darurat - LRA, 
c) Pendapatan Lainnya - LRA. 

b. Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA 
1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA diakui pada saat 

diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas 
Daerah (RKUD). 

2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA diakui oleh PPKD. 
c. Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah- LRA 

Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA sesuai 
dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada 
Rekening Umum Kas Daerah (RKUD). 

d. Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah­ 
LRA 
Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA disajikan 
dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan 
dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK. 

- 



F. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA 
1. UMUM 

a. Tujuan 
Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas 
belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan 
pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah 
daerah. 

b. Ruang Lingkup 
Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan 
disajikan dengan rnenggunakan akuntansi berbasis akrual. 

2. DEFINISI BELANJA 
a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, 

Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara BLUD, dan Bendahara JKN 
pada FKTP yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun 
anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya 
kembali oleh pemerintah. 

b. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA). 

c. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak 
terduga, serta belanja transfer. 

d. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari­ 
hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain 
meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, 
belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. 

e. Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam 
bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat 
negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh 
pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas 
pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan 
dengan pembentukan modal. 

f. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk 
pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua 
belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. 

g. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran 
bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang 
(principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang 
terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah 
seperti biaya commitment fee dan biaya denda. 

h. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang 
diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar 
harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh 
masyarakat. 

i. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, 
barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, 
perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang 
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. 

j. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk 
uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok 
dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan 
selektif yang bcrtujuan untuk mclindungi dari kemungkinan terjadinya 
resiko sosial. 



k. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap 
dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode 
akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk 
perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak 
berwujud. 

1. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga 
beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan 
pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. 

m. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan 
yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti 
penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak 
terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan 
kewenangan pemerin tah daerah. 

n. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau 
kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada 
suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang­ 
undangan. 

o. Belanja daerah diklasifikasikan menurut: 
1) Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan 

organisasi atau SKPD Pengguna Anggaran. 
2) Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan 

jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. 
p. Klasifikasi Belanja secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar 

(BAS). 
3. PENGAKUAN BELANJA 

Belanja diakui pada saat: 
a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD. 
b. Belanja yang berasal dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 

diakui pada saat diterbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja 
(SP28) oleh PPKD. 

c. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran diakui pada saat 
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang 
mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP20 GU atau 
SP20 Nihil. 

d. Pengakuan belanja Badan Layanan Umum mengacu pada peraturan 
perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. 

4. PENGUKURAN BELANJA 
a. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan 

dalam dokumen anggaran. 
b. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur 

berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam 
dokumen pengeluaran yang sah. 

5. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 
a. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai 

dengan klasifikasi ekonorni, yaitu: 
1) Belanja Operasi, 
2) Belanja Modal, 
3) Belanja Tak Terduga, 
dan dijelaskan dalam CaLK. 



D. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER 
1. UMUM 

a. Tujuan 
1) Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur 

perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam 
rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh 
peraturan perundang-undangan. 

2) Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan 
pengungkapannya. 

b. Ruang Lingkup 
Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi transfer yang disusun dan 
disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini 
diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah 
daerah, tidak termasuk perusahaan daerah. 

2. DEFINISI TRANSFER 
a. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas 

pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana 
perim bangan dan dana bagi hasil. 

b. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan 
lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat 
dan dana bagi hasil dari Pemerin tab Provinsi. 

c. Transfer Keluar {LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke 
entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh 
pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. 

d. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang 
atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu 
entintas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang­ 
undangan. 

e. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau 
kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada 
suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang­ 
undangan. 

f. Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, 
yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk 
pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk 
transfer/beban transfer sesuai BAS. 

g. Klasifikasi transfer secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar 
(BAS). 

b. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas 
atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut 
dijabarkan dan ctinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata 
uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada 
tanggal transaksi. 

c. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan 
setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab 
tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun 
belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar 
biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu. 



\ 

3. PENGAKUAN TRANSFER 
a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer 

1) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi 
Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat 
transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. 

2) Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam 
Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan 
transfer dilakukan pada saat: 
a) Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau 
b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi 

(realized) 
3) Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan 

penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat 
penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui 
sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapanhak pendapatan 
daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 

b. Transfer Keluar dan Behan Transfer 
1) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi 

Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat 
terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar. 

2) Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan 
Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode 
berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada 
saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer 
pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian 
berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer 
pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah 
lainnya/ desa. 

4. PENGUKURAN TRANSFER 
a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer 

1) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi 
Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah 
transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. 

2) Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada 
Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat 
berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah. 

b. Transfer Keluar dan Behan Transfer 
1) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, 

transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang 
diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar. 

2) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban 
transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah 
daerah yang bersangku tan kepada pemerin tab daerab lainnya/ desa 
berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku. 

5. PENILAIAN 
a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer 

1) Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan 
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah 
nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 



2) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah 
Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangku tan tidak 
memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman 
pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai 
pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan 
realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan 
pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. 
Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. 
Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan 
bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan 
kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas 
pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi 
pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU 
tahun anggaran berjalan. 

3) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya 
kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran 
sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai 
pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan 
untuk jenis transfer yang sama. 

6. PENGUNGKAPAN TRANSFER 
a. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam 

Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut: 
1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada 

Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pad a 
Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi 
tahun anggaran sebelumnya 

2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer 
masuk dengan realisasinya. 

3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam 
Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer 
pada Laporan Operasional. 

4) Informasi lainnya yang dianggap perlu. 
b. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan 

atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut: 
1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada 

Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada 
Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun 
anggaran sebelumnya. 

2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer 
keluar dengan realisasinya. 

3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam 
Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada 
Laporan Operasional. 

4) Informasi lainnya yang dianggap perlu. 



E. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN 
1. UMUM 

a. Tujuan 
1) Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur 

perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam 
rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh 
peraturan perundang-undangan. 

2) Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan, 
dan pengungkapannya. 

b. Ruang Lingkup 
Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pembiayaan yang disusun dan 
disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini 
diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah 
daerah, tidak termasuk perusahaan daerah. 

c. Deflnisi 
1) Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik 
pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran 
berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama 
dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus 
anggaran. 

2) Pembiayaan terdiri dari: 
a) Penerimaan pembiayaan, dan 
b) Pengeluaran pembiayaan. 

2. PENERIMAAN PEMBIA Y AAN 
a. Def'misi Penerimaan Pembiayaan 

1) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas 
Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan 
pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi 
perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberik:an 
kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan 
pencairan dana cadangan. 

2) Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD 
yang berfungsi sebagai PPKD. 

b. Pengakuan Penerimaan Pembiayaan 
Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas 
Umum Daerah (RKUD). 

c. Pengukuran Penerimaan Pembiayaan 
Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari 
transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas 
bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak 
mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan 
pengeluaran). 

d. Penyajian dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan 
Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan 
rinciannya dijelaskan dalam CaLK. 

3. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 
a. Def'misi Pengeluaran Pembiayaan 

1) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas 
Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada 
pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali 



pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan 
pembentukan dana cadangan. 

2) Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan 
Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai 
PPKD. 

b. Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan 
Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas 
dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). 

c. Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan 
Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. 
Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bru to. 

d. Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan 
Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam 
CaLK. 

4. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR 
a. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan 

akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila 
kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali 
kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. 

b. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi 
rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada 
Pengeluaran Pembiayaan. 

c. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah 
rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada 
Penerimaan Pembiayaan. 

d. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut 
dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut 
sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu 
tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo 
lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka 
panjang. 

e. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali 
dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan 
umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening 
kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi 
jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau 
pengeluaran pembiayaan. 

5. SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL) 
a. Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL) 

1) Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gunggungan saldo yang berasal 
dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan 
tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. 

2) Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun 
pembiayaan. 

3) Dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 akun ini ada dalam 
kategori Ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam 
akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan 
dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal 
bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi 
penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai O (nol) 
pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan. 



F. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO 
1. UMUM 

a. Tujuan 
Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan 
Operasional untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan 
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan 
oleh peraturan perundang-undangan. 

b. Ruang Lingkup 
Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang disusun 
dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. 
Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/ entitas pelaporan 
pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah. 

2. DEFINISI PENDAPATAN-LO 
a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan 
dan tidak perlu dibayar kembali. 

b. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan 
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. 

4) Saldo Anggaran Lebih terdiri dari: 
a) Surplus/Defisit - LRA 
b) Pembiayaan Netto 
c) SiLPA/ SiKPA (tahun berkenaan) 
d) Perubahan SAL 

5) Surplus/ defisit-LRA adalah selisih lebih/lrurang antara pendapatan­ 
LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. 

6) Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan 
pengeluaran pembiayaan. 

7) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah 
selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, 
serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN / APBD 
selama satu periode pelaporan. 

8) Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat 
transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani 
anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran 
dan Laporan Peru bahan SAL. 

9) Akun Perubahan SAL ini tidak diakomodasi dalam Permendagri 
Nomor 64 Tahun 2013. Dalam Permendagri akun ini diakomodasi 
sebagai akun Ekuitas SAL dengan rincian Estimasi Perubahan SAL. 

b. Pengakuan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 
1) Akun Saldo Anggaran lebih diakui pada saat terjadi transaksi 

penyusunan laporan keuangan. 
2) Akun ini akan menutup akun Pendapatan - LO dan Beban serta 

menutup akun SiLPA/SiKPA. 
c. Penyajian dan Pengungkapan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 

Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akun yang digunakan untuk 
penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. 
Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (on face) laporan tersebut. 
Akun ini akan ditutup pada periode alruntansi. 



3. PENGAKUAN PENDAPATAN-LO 
a. Pendapatan-LO diakui pada saat: 

1) Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau 
2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi 

(realized). 
b. Pencatatan transaksi atas Pendapatan-LO dilalrukan dengan 

memperhatikan kapan saat pendapatan tersebut menjadi hak 
pemerintah daerah sesuai kebijakan alruntansi yang ditetapkan. 
Pengakuan Pendapatan-LO 1n1 didasarkan pada dokumen 
akuntansi/Memo Jurnal yang dibuat oleh PPK SKPD sesuai dokumen 
sumber yang diterima: 
1) Pendapatan-LO diakui dan dicatat sebelum penerimaan kas 

Pencatatan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi 
pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu an tara penetapan hak 
pendapatan dan penerimaan kas, dimana penetapan hak 
pendapatan dilakukan lebih dulu, maka pendapatan - LO diakui 
pada saat terbit atau diterimanya dokumen penetapan walaupun kas 
belum diterima. 

2) Pendapatan-LO diakui dan dicatat pada saat penerimaan kas 
Pencatatan ini dilakukan apabila tidak terdapat dokumen penetapan 
(SKPD/SKRD/dokumen penetapan lainnya), maka Pendapatan-LO 
diakui dan dicatat bersamaan dengan Pendapatan-LRA yaitu pada 
saat kas diterima. 
Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan - LO bersamaan 
dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi 
dengan pertimbangan: 
1. Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi 

Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian 
akan jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai 
dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan 
pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka 
atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara 
pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat 
dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan secara 
bersamaan saat diterimanya kas. 

11. Tidak ada dokumen penetapan 
Beberapa pendapatan tidak memerlukan dokumen penetapan 
seperti pajak dan retribusi daerah dengan sistem self 
assesment atau dokumen penetapan tidak diterima oleh fungsi 
akuntansi sampai kas diterima, maka atas transaksi tersebut 
dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan 
LO secara bersamaan saat diterimanya kas. 

Selain pertimbangan di atas, pengakuan pendapatan yang dilakukan 
bersamaan dengan penerimaan kas didasarkan atas pertimbangan 
kepraktisan dan pertimbangan biaya dan manfaat. 

3) Pendapatan-LO diakui dan dicatat setelah penerimaan kas 
Pencatatan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi 
pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak 
pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Kas telah diterima 
terlebih dahulu, namun belum dapat diakui sebagai pendapatan 
karena belum menjadi hak pemerintah daerah. Oleh sebab itu 
Pendapatan-LO akan diakui pada saat pendapatan telah menjadi 
hak pemerintah daerah. 



Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui 
dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur 
mengenai badan layanan umum daerah. 

4. PENGUKURAN PENDAPATAN-LO 
a. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan 

membukukan pendapatan brute, dan tidak mencatat jumlah netonya 
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 

b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) 
bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat 
diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas 
bruto dapat dikecualikan. 

c. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal 
transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. 

5. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENDAPATAN-LO 
a. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan 

klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam CaLK 
sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan. 

b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan 
Pendapatan-LO adalah: 
1) penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal 

berakhirnya tab un anggaran; 
2) penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan 

yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus; 
3) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan 

pendapatan daerah; dan 
4) informasi lainnya yang dianggap perlu. 

G. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN 
1. UMUM 

a. Tujuan 
Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban 
yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan 
pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah 
daerah. 

b. Ruang Linglmp 
Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan 
disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini 
diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah 
daerah, tidak termasuk perusahaan daerah 

2. DEFINISI 
a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam 

periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa 
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 

b. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan LO. 
c. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk 

mengeluarkan uang dari en titas dalam rangka kegiatan operasional 
entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. 

d. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, 
Beban Sunga, Beban Subsidi, Behan Hibah, Beban Bantuan Sosial, 
Beban Penyusutan dan Amcrtisasi, Bcban Penyisihan Piutang, dan 
Beban lain-lain 



e. Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam 
bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat 
negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh 
pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan alas 
pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan 
dengan pembentukan modal. 

f. Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi 
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa 
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat 
transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan 
dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan 
kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu 
terkait dengan suatu prestasi. 

g. Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah 
untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban 
penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban 
pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang 
diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya 
denda. 

h. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang 
diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu 
agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh 
masyarakat. 

i. Beban Hibah merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang, 
barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, 
perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang 
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. 

j. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam 
bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, 
kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus 
menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari 
kemungkinan terjadinya resiko sosial. 

k. Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat 
penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat 
penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset 
bersangku tan/ berlalunya waktu. 

I. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk 
sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan 
piutang. 

m. Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam 
kategori tersebut di atas. 

n. Behan Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau 
kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada 
entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang­ 
undangan. 

o. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan 
perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. 

p. Behan Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak 
dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran,tidak diharapkan 
terjadi berulang-ulang, dankejadian diluar kendali entitas pemerintah. 

q. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu 
mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun 
Standar. 



a. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, 
atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. 

b. Beban diakui sebelum pengeluaran kas: 
1) Dalam hal telah timbul kewajiban daerah, maka kebijakan 

akuntansi untuk pengakuan beban dilakukan pada saat terbit 
dokumen transaksi penetapan/pengakuan kewajiban walaupun kas 
belum dikeluarkan. Contoh dari transaksi ini misalnya 
ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan Barang / diterimanya 
tagihan dari pihak ketiga dan dokumen transaksi lainnya. Hal ini 
selaras dengan kriteria telah timbulnya kewajiban dan sesuai 
dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah 
menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun 
belum dilakukan pengeluaran kas. 

2) Terkait dengan pengakuan beban sebelum pengeluaran kas 
dilakukan pencatatan sesuai dengan perolehan dokumen 
sumbernya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar 
pencatatan dapat berasal dari Bendahara Pengeluaran dan 
Bendahara Umum Daerah (BUD). 

3) Pengakuan beban berdasarkan dokumen sumber berupa Serita 
Acara Serah Terima (BAST)/tagihan/dokumen lain yang 
dipersamakan yang diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran. 

c. Beban diakui pada saat pengeluaran kas 
1) Beban diakui pada saat pengeluaran kas, yaitu pada saat Bendahara 

Pengeluaran menginpu tkan bukti pengeluaran. Misalnya terbitnya 
tagihan listrik dengan pembayaran tagihan listrik tersebut yang 
biasanya dengan jangka waktu tidak terlalu lama. Oleh sebab itu 
ditinjau dari manfaat dan biaya, transaksi ini akan lebih efisien 
apabila diakui pada saat terjadi pengeluaran kas. 

2) Kebijakan akuntansi terkait pengakuan beban bersamaan dengan 
pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi yang 
dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dimana Bendahara 
Pengeluaran dilarang melakukan komitmen yang tidak ada 
anggarannya atau tidak boleh punya utang. 

3) Terkait dengan pengakuan beban pada saat pengeluaran kas dapat 
dilakukan pencatatan sesuai dengan dokumen sumbernya. 
Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar pencatatan dapat 
berasal dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah 
(BUD). 

d. Beban diakui setelah pengeluaran kas 
1) Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran terjadi perbedaan 

waktu antara penetapan kewajiban dan pengeluaran kas, dimana 
penetapan kewajiban (pengakuan beban) dilakukan setelah 
pengeluaran kas, maka kebijakan akuntansi pengakuan beban dapat 
dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas 
sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat 
barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat 
diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat 
diklasifikasikan sebagai Behan Dibayar Dimuka (akun neraca). 

2) Terkait dengan pengakuan beban setelah pengeluaran kas dapat 
dilakukan pencatatan eesuai dengan perotenan dokumen 
sumbernya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar 
pencatatan dapat berasal dari Bendahara Pengeluaran dan 
Bendahara Umum Daerah (BUD). 

3. PENGAKUAN 



H. KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN 
KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN 
OPERAS! YANG TIDAK DILANJUTKAN 

1. UMUM 
a. Tujuan 

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi 
kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi 
akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. 

b. Ruang Ling)mp 
1) Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas 

menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, 
perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan 
operasi yang tidak dilanjutkan. 

2) Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan 
pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah. 

c. Def"misi 
1) Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi­ 

konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih 
oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian 
laporan keuangan. 

e. Khusus untuk beban JKN diakui pada saat Surat Permintaan 
Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) diajukan kepada PPKD. 

4. PENGUKURAN 
Behan diukur sesuai dengan: 
a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajihan 

beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi 
atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang 
rupiah. 

b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika 
harang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya. 

5. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 
a. Behan disajikan dalam LO. Rincian dari Behan dijelaskan dalam CaLK 

sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: 
1) Beban Operasi, yang terdiri dari: Behan Pegawai, Behan Barang dan 

Jasa, Behan Sunga, Behan Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan 
Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan 
Piutang, dan Behan lain-lain 

2) Behan Transfer 
3) Behan Non Operasional 
4) Behan Luar Biasa 

b. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan 
Operasional dan disajikan sesudah Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non 
Operasional. 

c. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain: 
1) Pengeluaran beban tahun berkenaan 
2) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya 

periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan 
antara pengakuan belanja. 

3) Informasi lainnya yang dianggap perlu. 



2) Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak 
sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan 
keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. 

3) Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang 
tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang 
seharu snya, 

4) Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau 
tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, 
program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat 
dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang 
lain. 

5) Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi 
yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi 
baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau 
perkembangan lain. 

6) Penyajian Kembali (restatement) adalah perlakuan akuntansi yang 
dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan 
penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk 
pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang 
baru. 

7) Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah 
ditetapkan dengan peraturan daerah. 

2. KOREKSI KESALAHAN 
a. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau 

beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode 
berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan 
penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, 
kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan 
kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau 
kelalaian. 

b. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh 
signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya 
sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan 
lagi. 

c. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) 
jenis: 
1) Kesalahan yang tidak berulang; 
2) Kesalahan yang berulang dan sistemik; 

d. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak 
akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis: 
1) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; 
2) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode 

sebelumnya; 
e. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang 

disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu 
yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan 
pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu 
dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. 
Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan 
dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan 
kelebihan pendapatan dengan mengurangi penctapatan-LRA maupun 
pendapatan-LO yang bersangku tan. 

f. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui. 
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g. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada pe?ode 
berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, 
dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangku tan dalam 
periode berjalan. 

h. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode 
berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, 
dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam 
periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, 
maupun akun pendapatan-W atau akun beban. 

i. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode 
sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan 
periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada 
akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun 
belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. 

j. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan 
penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada 
periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan 
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan 
pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal 
mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada 
akun Saldo Anggaran Lebih. 
Contoh koreksi kesalahan belanja: 
1) yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh 

koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu 
pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah 
gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain. 

2) yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan 
aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan 
pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, 
dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun 
pendapatan lain-lain- LRA. 

3) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai 
tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi 
akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas. 

4) yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan 
aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi 
dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi 
saldo kas. 

k. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang 
yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun 
mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut 
sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan 
akun aset bersangku tan. 
Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas: 
1) yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu 

pengadaan aset tetap yang di- mark-up dan setelah dilakukan 
pemeriksaan kelebihan nilai asset tersebut harus dikembalikan, 
dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akunterkait 
dalam pos aset tetap. 

2) yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu 
pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan 



menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo 
kas. 

1. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga 
mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode 
sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi 
secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode 
tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun 
pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban 
dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. 
Contoh koreksi kesalahan beban : 
1) yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun 

lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan 
menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO. 

2) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai 
tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi 
akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas. 

m. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak 
berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah 
maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode 
tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun 
kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. 
Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA: 
1) yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan 

yang belum masuk kekas daerah dikoreksi dengan menambah akun 
kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih. 

2) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana 
alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, 
dikoreksi oleh: 
a) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun 

Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas. 
b) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan 

menambah Saldo Anggaran Lebih. 
n. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang 

yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun 
mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode terse but 
sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan 
akun ekuitas. 
Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO: 
1) yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan 

yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun 
kas dan menambah akun ekuitas. 

2) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana 
alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat 
dikoreksi oleh: 
a) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun 

Ekuitas dan mengurangi saldo kas. 
b) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan 

menambah Ekuitas. 
o. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang 

tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan 
menambah mau pun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan 
periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada 
akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. 
Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan: 



1) yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima 
setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu 
dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan 
menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih. 

2) yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu 
pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok 
pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi 
akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas. 

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan: 
1) yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu 

angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian 
pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan 
menambahakun Saldo Anggaran Lebih. 

2) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu 
angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan 
mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih. 

p. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang 
terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun 
mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut 
sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan 
akun kewajiban bersangkutan. 
Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban: 
1) yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena 

dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu 
kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah 
akun kewajiban terkait. 

2) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu 
angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu 
dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi 
saldo kas. 

q. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode 
sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun 
setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan 
dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya 
kesalahan. 
Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin 
(kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. 
Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun 
jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. 
Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi. 

r. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu 
terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan 
pada aktivitas yang bersangku tan. 

s. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatanatas Laporan Keuangan. 
3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 

a. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu 
entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi 
keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi 
yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode. 

b. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi 
sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, 



metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan 
akuntansi. 

c. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila 
penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh 
peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang 
berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan 
menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, 
atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian 
laporan keuangan entitas. 

d. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut: 
1) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang 

secara su bstansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; 
dan 

2) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau 
transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material. 

e. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu 
perubahan kebijakan akuntansi. Na.mun demikian, perubahan tersebut 
harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan 
persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi. 

f. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan 
Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam CaLK. 

g. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru 
dari semula basis Kas Menuju Akrual menjadi basis Akrual penuh, 
dilakukan: 
1) Penyajian Kembali (restatement) atas pos-pos dalam Neraca yang 

perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode. 
2) Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan 

penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi 
akun pada kebijakan akuntansi yang baru. 

4. PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI 
a. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi 

akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, 
tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah. 

b. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada 
Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya 
sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa 
manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan 
tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. 

c. Pengaruh peru bahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan 
datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila 
tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak 
mengungkapkan pengaruh perubahan itu. 

5. OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN 
a. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah daerah 

dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, 
proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan. 

b. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan-- misalnya 
hakikat operasi, kegi.atan, program, proyek yang dihentikan; tanggal 
efektif penqheniian; cara penqheniian, pendapatan dan beban tahun 
berjalari sampai tanggal penghentian apabila dimungkinlcan, dampalc 
sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait 
pada penghentian apabila ada -- harus diungkapkan pada Catatan atas 
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c. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang 
dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun 
berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang 
dihentikan tampak pada Laporan Keuangan. 

d. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun 
berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah 
operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada 
umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal 
penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, 
penjualan, hibah dan lain-lain. 

e. Bukan merupakan penghentian operasi apabila: 
1) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara 

evolusioner / alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand 
(permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian 
kebutuhan lain. 

2) Fungsi tersebut tetap ada. 
3) Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, 

selebihnya berjalan seperti biasa, Relokasi suatu program, proyek, 
kegiatan ke wilayah lain. 

4) Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat 
biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut. 

6. PERISTIWA LUAR BIASA 
a. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang 

secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas 
Pemerintah Daerahtermasuk penanggulangan bencana alam atau sosial 
yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa 
luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pemah atau jarang 
terjadi sebelumnya. 

b. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah 
kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan 
di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar 
kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi 
suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang 
sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah 
yang lain. 

c. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa 
luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal 
menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga 
atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran 
anggaran secara mendasar. 

d. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang 
ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besamya 
berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang 
bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran 
berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang 
menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa 
tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, 
terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang 
signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut 
secara tunggal menyerap SOo/o (lima puluh persen) atau lebih anggaran 
tahunan, maka peristiwa tersebut layak dlgolongkan sebagai peristiwa 
luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, 
entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna 

Laporan Keuangan. 
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4° SUKENTO RIDO MARHAENDRIANT9- 

URBALINGGA, 

membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang 
seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau 
anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat. 

e. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena 
peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud 
menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai 
aset/kewajiban entitas. 

f. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut: 
1) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas; 
2) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang; 
3) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; 
4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau 

posisi aset/kewajiban. 
g. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar 

· biasa diungkapkan secara terpisah dalam CaLK. 


